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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan prosedur pengelolaan dana desa dalam upaya pencegahan fraud pada Kampung Sambakungan, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau. Dana desa merupakan salah satu instrumen strategis dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, namun dalam praktiknya rentan terhadap berbagai bentuk kecurangan (fraud). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap aparatur kampung yang berwenang dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Kampung Sambakungan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018. Kebijakan pengelolaan dana desa disusun dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dan disosialisasikan secara berkala. Prosedur pengelolaan dana desa dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel. Upaya pencegahan fraud dilakukan melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, penguatan sistem pengendalian internal, serta pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan. Dengan demikian, pengelolaan dana desa yang terstruktur dan partisipatif di Kampung Sambakungan mampu meminimalisasi potensi terjadinya fraud dan mendorong terwujudnya pembangunan desa yang berkelanjutan.
Kata kunci: Kebijakan, Prosedur, Pengelolaan Dana Desa, Pencegahan Fraud, Pemerintahan Desa

ABSTRACT

This study aims to analyze the policies and procedures for managing village funds in an effort to prevent fraud in Sambakungan Village, Gunung Tabur District, Berau Regency. Village funds are one of the strategic instruments in the development and empowerment of village communities, but in practice they are vulnerable to various forms of fraud. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. Data collection was conducted through in-depth interviews with village officials authorized in village financial management. The results showed that the management of village funds in Sambakungan Village has been implemented in accordance with the provisions of laws and regulations, including Law No. 6/2014 on Villages and Berau Regent Regulation No. 62/2018. Village fund management policies are prepared by involving community participation through development planning deliberations (Musrenbang) and are socialized regularly. Village fund management procedures are implemented through the stages of planning, implementation, administration, reporting, and accountability in a transparent and accountable manner. Fraud prevention efforts are carried out through the application of good governance principles, strengthening the internal control system, and involving the community in the supervision process. Thus, the structured and participatory management of village funds in Sambakungan Village is able to minimize the potential for fraud and supports the realization of sustainable village development.
Keywords: Policy, Procedure, Village Fund Management, Fraud Prevention, Village Governance
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Kecurangan Fraud yaitu sebuah kesalahan yang dilaksanakan dengan kesengajaan. Kecurangan fraud secara konsep pada lingkup akuntansi yaitu suatu penyimpangan terhadap prosedur akuntansi yang semestinya diimplementasikan pada sebuah entitas (Najahningrum, 2013). Fraud yaitu langkah yang didesain dengan sengaja guna memperoleh keuntungan dengan memberikan kerugian bagi pihak lainnya (Dewi, 2017). Fraud didefinisikan oleh The Association of Certified Fraud Examiners (AFCE) selaku tindakan berlawanan hukum yang dilaksanakan dengan sengaja demi meraih sebuah tujuan (memberi laporan palsu ataupun manipulasi laporan) baik yang dilaksanakan oleh orang di dalam ataupun luar organisasi demi menguntungkan diri sendiri maupun kelompoknya, yang mana tindakan ini akan mengakibatkan kerugian untuk pihak lain. ACFE juga merancang kriteria kecurangan Fraud yang disebut Fraud tree, yang di dalamnya kecurangan terbagi dalam beberapa kategori, sub kategori, serta bagian sub kategori. Adapun untuk kategori yang utama yakni corruption (korupsi), (asset misappropriation (penyalahgunaan aset), serta fradulent statement (penyimpangan laporan keuangan) (Singleton & Aaron, 2006). 

Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwasanya dana desa yaitu “dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 

masyarakat desa”. Pengelolaan dana desa harus dilaksanakan dengan tertib dan patuh dengan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa. 

Pengelolaan dana desa termasuk sebagai pilar yang krusial untuk menunjang pembangunan Indonesia baik secara sosial dan ekonomi, khususnya setelah diterapkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Premana, Sucipto, & Widiantoro, 2022). Ketentuan tersebut menyajikan rerangka hukum kuat dalam hal mengalokasikan dana desa, tujuannya yaitu mendorong kemakmuran masyarakat serta mendorong partisipasi secara aktif terhadap pembangunan (Herry, 2015). Dana desa diharap bisa menjadi alat yang strategis dalam membenahi kualitas hidup, menekan kesenjangan ekonomi, serta meningkatkan kapasitas ekonominya masyarakat pedesaan. 

Salah satu kepentingan dari Negara Indonesia yaitu menyelenggarakan kepentingan masyarakat yang dijalankan pemerintah desa, yang diselenggarakan pemerintah sekaligus perangkat desa. Perangkat desa adalah sekelompok orang yang kepala desa angkat dengan tugas membantu menjalankan pemerintahan pada desa. Salah satu tugas utama bagi pemerintah desa yaitu bagaimana mengelola dan membangun pemerintahan yang berkeadilan untuk mensejahterakan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat terwujud apabila pemerintah menjalankannya sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku.

Keefektifan dari kemajuan pembangunan desa bisa dilihat bahkan dari tahapan awal, termasuk rencana penggunaan anggaran yang disusun dengan matang guna mencapai sasaran yang diharapkan (Rafdi, 2020). Kepala Desa dalam tahapan ini membentuk Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) serta Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) yang meliputi pembangunan secara fisik serta non fisik pada desa. Pengalokasian Dana pembangunan desa secara mendasar dilaksanakan Pemerintah Pusat serta Daerah, yang kemudian disalurkan menuju Pemerintah Kota/Kabupaten sebelum perealisasian bagi program pembangunan desa selaku prioritas (Zulaifah, 2020). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa Sebelum pelaksanaan menggandeng keterlibatan masyarakat pada Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), yang dilaksanakan berkala setidaknya setahun satu kali, guna membentuk rancangan program pembangunan dengan cara partisipatif (Kurniawati, 2018) (Barus & Laurensius, 2019) (Mahadjura, 2020). 

Dana desa sendiri sering menjadi objek dari korupsi, dimana secara mendasar dana desa dengan jumlah yang tidak kecil ini pemerintah berikan guna memberdayakan potensi seluruh desa yang terdapat di wilayah Indonesia sehingga bisa berkembang sebagai desa mandiri dengan pendapatannya sendiri, kemudian bisa dipergunakan juga untuk pembangunan kesehatan, pendidikan, serta ekonomi pada desa (Arthana, 2019). Harapannya pemerintah bukan lain yakni supaya seluruh anggota masyarakat dari tiap desa bisa meraih kemakmuran dalam segi pembangunan. Sehingga tantangan dari upaya pendistribusian dana desa dengan jumlah yang tidak kecil ini salah satunya berupa perilaku korupsi, sebab bila tanggung jawabnya pihak pengelola kurang, tentunya memberikan dampak yang langsung terhadap pembangunannya desa. 

Potensi Fraud pada pengelolaan dana desa dinilai sangat besar, ICW memaparkan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya Fraud di lingkup desa yaitu kurangnya pemahaman dan pelibatan masyarakat untuk pembangunan desa, terbatasnya akses informasi finansial desa (transparansi), kurangnya fungsi pengawasan pada desa, serta terbatasnya kesiapan maupun kemampuan perangkat desa untuk melakukan pengelolaan terhadap uang yang jumlahnya besar.

Secara umum ada sebuah fakta terkait isu pengelolaan keuangan desa Di Indonesia, sesuai yang dijelaskan Indonesian Corruption Watch (ICW). Sehingga membuat ICW melaksanakan pemantauan dengan hasil ditemui peningkatan korupsi pada desa khususnya untuk tahun 2015-2017. Terdapat hingga 127 kasus berupa upaya menyelewengkan anggaran desa, yang kebanyakan merupakan tindakan dari Kepala Desa (Fitriyah & Munari, 2019).

Kampung Sambakungan adalah kampung di Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Diketahui dari Peraturan Bupati Berau No. 7 Tahun 2023, Kampung Sambakungan memiliki anggaran Rp3.028.500.000,00 yang diperuntukkan untuk pembiayaan pelaksanaan pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan terhadap warga desa (Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2023).

Dilansir dari Media Etam, Kampung Sambakungan merupakan kampung dengan pengelola keuangan terbaik  di Kabupaten Berau pada tahun 2022 sehingga Kampung Sambakungan mendapat apresiasi dari pemerintah daerah khususnya dari bupati berau atas kinerja pemerintah kampung dalam pengelolaan keuangan kampung. Selaku wujud apresiasi untuk pencapaian tersebut, Pemkab Berau memberikan Sambakungan senilai Rp400 juta Dana Insentif Kampung (DIKA) (Elton Wada, 2023).
Prestasi dari Kampung Sambakungan ini tidak terlepas dari ketertinggalan kampung pada tahun 2021 dalam pengelolaan keuangan desa. Kondisi ini memaksa pemerintah kampung melakukan evaluasi terkait kebijakan dan prosedur pengelolaan keuangan desa. (Elton Wada, 2023).

Fenomena yang terdapat pada Kampung Sambakungan yaitu adanya prestasi dari Kampung Sambakungan dalam mengejar ketertinggalan pengelolaan keuangan desa sehingga menjadikan Kampung Sambakungan sebagai kampung yang berprestasi dalam pengelolaan keuangan kampung di tahun 2022 menjadi bahasan dalam penelitian untuk mengetahui kebijakan dan prosedur pengelolaan dana desa yang dilaksanakan pemerintah desa.
Pengelolaan dana desa berpotensi terdapat kecurangan sehingga diperlukan suatu sistem dan prosedur pengelolaan dana desa secara akuntabel dan transparan dalam meningkatkan kesejahteraannya masyarakat, terutama masyarakat Kampung Sambakungan. Dari penjelasan ini peneliti mendapatkan ketertarikan untuk menyelenggarakan sebuah penelitian melalui judul kebijakan dan prosedur pengelolaan dana desa pada Kampung Sambakungan dalam upaya pencegahan Fraud.
1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah ini, kemudian dirumuskan permasalahan berupa:

1. Bagaimana kebijakan pengelolaan dana desa dalam upaya mencegah terjadinya fraud?
2. Bagaimana prosedur pengelolaan dana desa dalam upaya mencegah terjadinya fraud?
1.3. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk menggali informasi, memahami, dan untuk menganalisis pendapat informan terkait dengan kebijakan dan prosedur pengelolaan dana desa dalam upaya pencegahan Fraud pada Kampung Sambakungan Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau.
1.4. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaknni:

1. Untuk mengetahui kebijakan pengelolaan dana desa dalam upaya yang dilakukan untuk mencegah Fraud 
2. Untuk mengetahui prosedur yang digunakan dalam pengelolaan dana desa dalam upaya yang dilaksanakan untuk mencegah Fraud 

1.5. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoretis
Hasil yang didapat bisa berkontribusi untuk pengembangan teori kebijakan publik khususnya dalam konteks pengelolaan dana publik di tingkat desa. Hasil penelitian ini dapat membuka wawasan baru terkait kebijakan dan prosedur pencegahan Fraud yang dilakukan oleh pemerintah desa Sambakungan dalam mengelola dana desa. 
2) Manfaat Praktis

Hasil yang didapat akan memberi rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah dalam merancang kebijakan dan prosedur yang lebih efektif dalam mengelola dana desa. Rekomendasi ini mampu memberikan bantuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta integritas pada pengelolaan dana desa. Implementasi rekomendasi penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa di tingkat desa. Dengan demikian, potensi Fraud dapat di minimalisir dan dana desa dapat lebih efektif digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk desa.
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. 
Konsep Dana Desa

Sesuai “Buku Saku Dana Desa” dari Menteri Keuangan (2017) dinyatakan bahwasanya Dana Desa yaitu sebuah anggaran dari APBN dan secara khusus ditujukan bagi desa untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan pembangunan melalui APBD Kabupaten/Kota. Sementara itu Lili (2018) mengungkapkan, Dana Desa yaitu anggaran yang desa terima setiap tahunnya dari APBN, dimana diberikan dengan sengaja bagi setiap desa melalui transfer melalui APBD secara langsung, untuk dipergunakan dalam membiayai seluruh pelaksanaan urusan pemerintah, pembangunan desa, serta pemberdayaan masyarakat. Dana Desa adalah dukungan finansial dari APBD yang diberikan untuk desa menyesuaikan kemampuan keuangannya pemerintah daerah. Bantuan ini ditujukan guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa (Fisabililah, Febby & Nisaq, Azizatun & Nurrahmawati, Siti. 2020).
Kementerian keuangan mengungkapkan bahwasanya pemanfaatan dana desa diprioritaskan dalam mendanai pembangunan serta pemberdayaan masyarakat untuk mendongkrak kesejahteraannya penduduk desa, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. Dana desa yaitu sebuah anggaran yang ditujukan untuk memeratakan keuangan desa, disampaikan terhadap desa selaku ukuran dari APBN dan APBD. Sesuai Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bisa dijelaskan dengan singkat masyarakat berkesempatan turut memberikan partisipasinya untuk memperoleh peningkatan kualitas hidup. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bab V Pasal 19, dinyatakan bahwasanya sasaran keuangan desa yaitu “pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan”. Sehingga tujuan dari dana desa ialah sebagai peningkatan penawaran umum di dalam desa, kemajuan perekonomiannya desa, pengentasan kemiskinan, serta penguatan kelompok desa selaku topik perbaikan. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 145 Tahun 2023 BAB VII Pasal 39, dinyatakan Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk “mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas desa”. Rincian prioritas dalam mempergunakan Dana Desa ditentukan melalui peraturan menteri penyelenggara urusannya pemerintah dalam bidang Desa, transmigrasi, serta pembangunan daerah tertinggal, sesudah melaksanakan koordinasi terhadap kementerian penyelenggara urusan pemerintah dalam bidang perencanaan pembangunan nasional, kementerian penyelenggara urusan pemerintah dalam negeri, serta kementerian negara ataupun lembaga yang berkaitan.

Prinsip pengelolaan dana desa sejalan dengan yang tertuang pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa secara singkat bisa dijelaskan dengan:
1. Transparan
· Informasi tentang dana desa harus mudah diakses oleh masyarakat desa.
· Masyarakat desa harus dilibatkan pada proses perencanaan, penganggaran, serta pengawasan terhadap dana desa.
· Laporan keuangan desa harus dipublikasikan secara berkala.
2. Akuntabel
· Penggunaan dana desa harus dipertanggung jawabkan terhadap masyarakat desa.
· Pejabat desa yang mengelola dana desa diharuskan tunduk dengan undang-undang.
· Harus dilakukan audit keuangan desa secara berkala.
3. Partisipatif
· Masyarakat desa harus dilibatkan pada pengambilan keputusan tentang pengelolaan dana desa.
· Masyarakat desa harus dilibatkan pada pelaksanaan program yang didanai oleh dana desa.
· Masyarakat desa harus diberi kesempatan memberikan masukan dan saran terhadap pengelolaan dana desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran
· Pemanfaatan dana desa harus disesuaikan terhadap dengan rencana APBDes.
· Pejabat desa yang mengelola dana desa harus disiplin untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
· Harus dilakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan APBDes dengan berkala.
5. Efektif dan efisien
· Pemanfaatan dana desa harus menghasilkan manfaat yang setinggi mungkin bagi masyarakat desa.
· Dana desa harus dikelola dengan cara yang hemat dan efisien.
· Harus dilaksanakan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana desa secara berkala.
Prinsip pengelolaan dana desa yang diterapkan dengan baik akan membantu menegaskan bahwasanya dana desa dipergunakan dengan optimal dalam meraih tujuan dari pembangunan desa. Sehingga akhirnya akan memberikan peningkatan terhadap kesejahteraannya penduduk desa. Selain prinsip-prinsip, pengelolaan ini juga dilaksanakan secara berkeadilan dan berkelanjutan. Berkeadilan berarti bahwa semua desa harus mendapatkan alokasi dana desa yang adil dan merata. Berkelanjutan berarti pengelolaan dana desa dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan serta sumber daya alam.
Secara mendasar pemanfaatan dana desa merupakan hak dari seluruh pemerintah desa menyesuaikan wewenang serta prioritas masyarakat desa itu sendiri. Pemanfaatan dana desa harus dengan keterlibatan sila keadilan serta dengan peraturan yang mengatur penggunaan dana desa. Untuk memastikan dan menyaring tujuan perbaikan desa, pemerintah yang berwewenang akan menentukan prioritas dalam mempergunakan kisaran harga desa tiap tahunnya.
2.2. 
Kebijakan Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa tidak lepas dengan kebijakan dari pemerintah. Kebijakan nasional tentang pengelolaan dana desa diatur melalui beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016, mengatur tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (PP No.8 Tahun 2016). Ketentuan ini memperjelas kewenangan serta fungsi dari desa sekaligus menguatkan posisi dari desa serta masyarakat desa selaku subyek pembangunan. Dengan demikian, desa memiliki lebih banyak kewenangan dalam mengelola dana desa dan meningkatkan kualitas hidupnya penduduk desa.

PP No. 37 Tahun 2023 termasuk sebagai peraturan pengelolaan dana desa yang menentukan pengelolaan Transfer Ke Daerah (TKD) dan mengatur batas istilah yang dipergunakan pada pengaturannya. Ketentuan TKD mengarah terhadap rencana pembangunan berjangka menengah secara nasional serta perundang-undangan yang berkaitan, dimana tertuang pada nota keuangan serta rancangan APBN untuk tahun anggaran selanjutnya. 

Adapun Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07/2022 menentukan penatausahaan, penganggaran, pertanggung jawaban, pelaporan, pengawasan, serta evaluasi untuk Dana Desa. Ketentuan ini sesuai amanat dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2022 Pasal 14 ayat (7). Melalui kehadiran dari ketentuan ini, maka dana desa harus dikelola dengan akuntable, transparan, serta berkelanjutan.

Kemudian PP No. 37 Tahun 2023 mengatur pengelolaan Dana Desa dan memprioritaskan pemanfaatan dana desa dalam mengembangkan kesejahteraan, kualitas hidup, dan sebagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan di desa. Peraturan ini juga memastikan partisipasinya masyarakat desa pada perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan desa. 

Dalam keseluruhan kebijakan tersebut, dana desa dianggap sebagai bentuk rekognisi negara terhadap desa dan harus dimanfaatkan dalam mengembangkan kesejahteraan, kualitas hidup, serta penanggulangan terhadap kemiskinan di desa. Dana desa juga harus dikelola, dimanfaatkan, dan direalisasikan dengan sebaik-baiknya demi memberi manfaat setinggi mungkin untuk masyarakat desa.

2.3. 
Prosedur Pengelolaan Dana Desa


Pengelolaan yaitu serangkaian tugas yang dilaksanakan seseorang ataupun kelompok orang untuk mewujudkan sebuah tujuan. Adapun aspek yang perlu aparat desa miliki salahnya yaitu satu pemahaman sekaligus pengetahuan untuk mengelola dana desa. Sebab tanpa adanya aspek tersebut, upaya untuk meraih transparansi dan akuntabilitas keuangan desa hanya akan menjadi angan-angan.
Permendgari No. 113 Tahun 2014 menjelaskan pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh kegiatan dari perencanaan, penyelenggaraan, tata usaha, pelaporan serta pertanggung jawaban keuangan desa. Sementara itu untuk asas dari pengelolaan keuangan desa diantaranya meliputi partisipatif, transparansi, akuntable, disiplin dan tertib penggunaan anggaran.
Pengelolaan dana desa sendiri mensyaratkan keterlibatannya masyarakat. Melalui keterlibatan ini, pemerintah harus menyelenggarakan kegiatan mempergunakan pola swakelola dengan arti mengusahakan perencanaan dan pelaksanaan yang mandiri dari masyarakat melalui penggunaan tenaga kerja dan bahan baku setempat agar pengalokasian anggaran pembangunan tersebut tidak berpindah menuju tempat lainnya.
Pengelolan dana desa diperlukan mekanisme pengawasan yang bertujuan agar pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel. Untuk meningktakan keefektifan mekanisme pengawasan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran, maka akan diberikan sanksi pada pihak yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2.4. 
Upaya Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa

Fraud yaitu sebuah kesalahan yang dilaksanakan dengan kesengajaan. Fraud ataupun kecurangan di lingkup akuntansi yaitu penyimpangan terhadap prosedur akuntansi yang semestinya diimplementasikan pada sebuah entitas (Najahningrum, 2013). Fraud yaitu langkah yang didesain dengan sengaja guna memperoleh keuntungan dengan memberikan kerugian bagi pihak lainnya (Dewi, 2017). 
Kecurangan yaitu beragam cara yang dipergunakan dalam melaksanakan suatu penipuan yang tujuannya supaya memperoleh keuntungan dengan representasi yang keliru. Kecurangan yaitu proses ataupun tindakan penipuan dan upaya untuk menyembunyikan kelalaian secara sengaja ataupun sebuah penyimpangan terhadap kebenaran misalnya bertindak secara tidak adil dan melanggar hukum (Mark, 2017). Fraud didefinisikan oleh The Association of Certified Fraud Examiners (AFCE) selaku tindakan berlawanan hukum yang dilaksanakan dengan sengaja demi meraih sebuah tujuan (memberi laporan palsu ataupun manipulasi laporan) baik yang dilaksanakan oleh orang di dalam ataupun luar organisasi demi menguntungkan diri sendiri maupun kelompoknya, yang mana tindakan ini akan mengakibatkan kerugian untuk pihak lain. ACFE juga merancang kriteria kecurangan Fraud yang disebut Fraud tree, yang di dalamnya kecurangan terbagi dalam beberapa kategori, sub kategori, serta bagian sub kategori. Adapun untuk kategori yang utama yakni corruption (korupsi), (asset misappropriation (penyalahgunaan aset), serta fradulent statement (penyimpangan laporan keuangan) (Singleton & Aaron, 2006).

Pengelolaan Dana Desa tidak terlepas dari tindakan Fraud yang mungkin  terjadi dalam berbagai bentuk. Jenis fraud yang umumnya terjadi pada pemerintah desa seperti penggelapan Dana Desa, korupsi, dan penipuan. Penggelapan Dana Desa merupakan tindakan mengambil atau menggunakan dana Desa untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tanpa ada hak atau kewenanga untuk melalukannya. Korupsi yaitu perilaku menyalahgunakan kuasa demi keuntungan pribadi atau kelompok. Penipuan merupakan tindakan  menipu orang lain dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, seperti membuat laporan keuangan palsu untuk menyembunyikan penggelapan dana desa.

Kecurangan ataupun fraud pada pengelolaan dana desa bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Indonesian Corruption Watch (ICW) memaparkan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya fraud di lingkup desa yaitu kurangnya pemahaman dan pelibatan masyarakat terhadap pembangunan desa, keterbatasan akses informasi terhadap keuangannya desa (transparansi), kurangnya fungsi pengawasan pada desa, serta ketidaksiapan dan terbatasnya kemampuan perangkat desa untuk melaksanakan pengelolaan terhadap uang yang jumlahnya tidak sedikit.
Penjelasan diatas memberikan gambaran umum tentang fraud. Sehingga bisa disimpulkan fraud yaitu tindak melawan hukum yang dilaksanakan secara sengaja guna membohongi ataupun menipu pihak lain yang tujuannya memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut.

2.5. 
Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

	No
	Nama Peneliti
	Judul
	Relevansi Terhadap Penelitian

	1. 
	Vidya Vitta Adhivinna, dkk (2022)
	“Kompetensi Aparatur Dan Sistem Pengendalian  Internal Pada Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa”
	Implikasi yang diberikan penelitian ini memperlihatkan bukti secara empiris terkait beragam faktor yang memberikan pengaruh bagi upaya pencegahan fraud pengelolaan dana desa pada Pemerintahan Desa Kecamatan Sentolo. Hasil yang didapat diharap mampu memberikan manfaat untuk menjadi pertimbangan sekaligus evaluasi bagi Pemerintahan Desa yang berkaitan untuk mendorong upaya pencegahan fraud.

	2. 
	Ni Nyoman Alit Triani & Susi Handayani (2018)
	“Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa”
	Secara mendasar pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan sejalan pada ketentuan yang diberlakukan. Walaupun begitu juga ditemui adanya kendala yang terjadi dikarenakan perubahan kementerian serta kurangnya kapabilitas dari penyalur dana desa tersebut.

	3.
	Ismail Alfaruqi & Ika Kristianti (2017)
	“Analisis Potensi Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi: Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah)”
	Penelitian ini mengidentifikasikan peluang kecurangan pada pengelolaan keuangan desa dengan mempergunakan teori segitiga kecurangan. Sesuai teori ini kecurangan yang ada kemudian diungkapkan sebagai sejumlah indikator untuk dipergunakan mengidentifikasikan tiap proses dari pengelolaan keuangan desa. Hasil yang didapat menjelaskan pada Desa Kesongo didapati peluang kecurangan dari pengelolaan keuangan desa dengan indikator pelaku memandang kesalahannya sebagai hal wajar dan kerap melakukan kembali kesalahan itu; keharusan dalam melaksanakan suatu hal; menganggap tidak terdapat pihak yang terkena kerugian; serta perilaku indisipliner. Sehingga dibutuhkan pengendalian yang baik sebagai pencegahan peluang kecurangan tersebut.

	4. 
	Solehan, Sukresno (2024)
	“Implementasi Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Pemerintahan Desa Yang Baik (Studi Kasus Di Desa Ngabul Kabupaten Jepara)”
	Hasil yang didapat menjelaskan pengelolaan dana desa pada Desa Ngabul diselenggarakan menyesuaikan prinsip tata kelola yang baik, seperti halnya transparansi serta partisipasinya masyarakat untuk merencanakan serta menyelenggarakan program. Walaupun begitu masih ada tantangan terkait dengan pemahamannya masyarakat akan seberapa penting pengawasan, dan kebutuhan dalam mengembangkan kapasitasnya aparatur desa untuk mengelola keuangan.

	5.
	Provita Wijayanti, Rustam Hanaf (2018)
	“Pencegahan Fraud Pada Pemerintahan Desa”
	Hasil utama dari pelaksanaan penelitian ini yaitu pemupukan moral perangkat pemerintahan desa secara baik bisa menjadi pencegahan untuk kecenderungan fraud. Langkah ini bisa dilaksanakan dengan membina aparat desa, dengan meningkatkan iman dan takwa, sabar, syukur, serta kesalehan diri.

	6.
	Nela Safelia (2023)
	“Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”
	Melalui penelitian ini dianalisis beragam faktor yang memberikan pengaruh untuk akuntabilitas dari upaya pengelolaan dana desa. 

	7.
	Siti Hajar, dkk (2022)
	“Village Fund PolicyBased Planning Development”
	Penelitian ini mengungkapkan bahwa meningkatkan kompetensi aparat desa sangat penting untuk mencegah fraud. Mereka menyatakan, “Penguatan kompetensi staf pendamping harus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pejabat desa dalam perencanaan dan pelaporan” (Hajar et al., 2022). Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapabilitas sebagai langkah pencegahan terhadap penyimpangan pengelolaan dana.

	8. 
	Nurul Fuada, dll (2024)
	“Unveiling The Utilization, Reporting, And Accountability Of Village Fund Allocation”
	Penelitian ini mengidentifikasi pentingnya pelaporan dan akuntabilitas pada pengelolaan dana desa. Upaya pengelolaan ini diawasi oleh tim yang dibentuk pemerintah desa, yang menunjukkan perlunya struktur yang jelas dalam pengawasan. Ini menegaskan pentingnya pengawasan dalam mencegah kecurangan.

	9.
	Zulkifli, dkk (2018)
	“Village Funds Supervision by the Village Consultative Body (BPD) in  Batumatoru Village, Lariang District, Pasangkayu Regency”
	Zulkifli et al. menganalisis peranan BPD untuk mengawasi dana desa dengan hasil oengawasan yang dilakukan mencakup observasi langsung dan pengawasan tidak langsung yang dapat mengurangi potensi fraud. Ini menunjukkan perlunya kolaborasi antara masyarakat dan aparat desa untuk pengawasan dana.

	10.
	Elia Kalontong, dkk (2019)
	“Analysis of Village Fund Management 

on Regional Development”
	Hasil yang didapat menjelaskan pengelolaan dana desa saat ini sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, yang berpotensi dibutuhkan untuk memperkuat kapasitas desa dalam pengelolaan anggaran. Mereka mencatat, "Sebelum era reformasi, pembiayaan pedesaan hampir sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat melalui skema pendanaan yang tidak mencukupi semua pengeluaran desa" Hal ini menunjukkan perlunya reformasi dalam pengelolaan dana untuk meningkatkan akuntabilitas.

	11. 
	Novita Briliani Saragi (2021)
	“Indonesia’s Village Fund Program:Does It Contribute to Poverty Reduction?”
	Penelitian ini menyoroti bahwa program dana desa di Indonesia memiliki tantangan terkait kompetensi pejabat desa dan pengawasan yang kurang, yang berdampak pada penerapan yang tidak efektif. "Faktor penghambat termasuk kurangnya kompetensi pejabat desa dan partisipasi masyarakat dalam setiap fase aplikasi Dana Desa, memerlukan perhatian untuk fokus” (Saragi, 2021). Penelitian ini menekankan perlunya pelatihan dan implementasi yang lebih ketat.


Sumber: Data olahan, 2024
 2.6. 
Rerangka Pikir

Rerangka berpikir adalah model yang secara mendasar diturunkan melalui sejumlah konsep ataupun teori yang sejalan terhadap topik yang dipelajari dan alur Rerangka yang mengacu pada langkah-langkah penelitian. Rerangka berpikir yaitu sebuah model konseptual terkait hubungan diantara teori terhadap beragam faktor yang diidentifikasikan selaku permasalahan penting.


Pengelolaan Dana Desa didasari oleh dua aspek pendukung agar tercapainya pengelolaan Dana Desa yang baik yaitu, Kebijakan serta Prosedur. Adapun dalam mengembangkan kualitas dari pengelolaan Dana Desa, Pemerintah memiliki tantangan dalam mengatur kebijakan dan prosedur yang efektif dalam upaya pencegahan fraud. Kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh pemerintah kampung dapat membentuk sistem pengendalian internal yang baik. 

Kecurangan (Fraud) dapat diatasi dengan suatu prosedur pengelolaan dana desa yang transparan agar penyaluran dana desa dapat lebih efektif digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dengan adanya analisis terkait kebijakan dan prosedur pengelolaan Dana Desa, pemerintah desa diharapkan dapat terus mematuhi sehingga anggaran yang disalurkan dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan desa. Peran pengelolaan dana desa dalam upaya pencegahan fraud dapat dilihat berdasarkan kebijakan dan prosedur, berikut Rerangka pikir yang dibangun dalam memecahkan masalah dalam penelitian ini.
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Gambar 2.1 Rerangka Pikir

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. 
Jenis Penelitian

Penelitian ini mempergunakan metode kualitatif. Peneliti ingin mengetahui kebijakan dan prosedur pengelolaan dana desa dalam upaya pencegahan Fraud pada Kampung Sambakungan Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau. Pendekatan penelitian deskriptif menjelaskan mengenai sebuah peristiwa, sebagai langkah penyelesaian permasalahan yang tengah dipelajari dengan memberikan gambaran untuk kondisi objek ataupun subjek sebuah penelitian, masyarakat, lembaga, serta sebagainya (Sugiyono 2013:80). Metode yang peneliti pergunakan berupa kualitatif deskriptif, melalui penerapan pendekatan studi kasus. Adapun penelitian studi kasus yaitu sebuah pendekatan kualitatif dengan peneliti yang melakukan eksplorasi terhadap kehidupan nyata, dengan sistem terbatas kontemporer (kasus) ataupun bermacam sistem terbatas (beragam kasus), dengan pengumpulan kebutuhan data secara mendalam dan detail dengan keterlibatan bermacam sumber informasi (contohnya wawancara, pengamatan, bahan audiovisual, serta dokumen) (Creswell, 2016:135-136).
Metode kualitatif deskriptif dipergunakan sebab secara prinsip penelitian ini mendeskripsikan serta menerangkan dengan cara kritis, dan menggambarkan sebuah peristiwa, kejadian, ataupun fenomena yang terdapat pada masyarakat. Penelitian jenis kualitatif akan memberikan deskripsi secara mendalam untuk segala aspek yang memiliki keterkaitan terhadap objek penelitian. Adapun penelitian kualitatif sendiri bertujuan untuk memperoleh pemahaman dari peristiwa yang subjek alami, contohnya persepsi, perilaku, tindakan, motivasi, serta lainnya, dengan cara holistik serta melalui deskripsi dengan bahasa maupun kata-kata, dalam sebuah konteks yang khusus melalui pemanfaatan beragam metode alamiah.

3.2. 
Situs Penelitian

Penelitian terkait dengan kebijakan dan prosedur pengelolaan dana desa dalam upaya pencegahan Fraud pada Kampung Sambakungan, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau.

3.3.  
Jenis Data
Jenis data yaitu rangkaian fakta serta angka yang dipergunakan menjadi bahan dalam penyusunan sebuah informasi. Adapun jenis data dalam hal ini ditunjukkan pada jenis data berdasarkan sifat serta jenisnya sesuai dengan sumber.

3.3.1. Jenis Data Berdasarkan Sifat
1. Data Kualitatif

Data ini tersaji dengan bentuk verbal dan bukan bilangan ataupun angka. Adapun data kualitatif didapatkan melalui pelaksanaan wawancara dengan para pihak yang dianggap dapat memberikan informasi tentang permasalahan yang tengah dipelajari.
2. Data Kuantitatif
Data ini bisa dihitung ataupun diukur langsung, dengan bentuk penjelasan ataupun informasi yang dituliskan melalui bentuk angka ataupun bilangan. Data kuantitatif yang diterapkan yaitu analisis dokumen data yang telah tersedia di kantor desa Sambakungan dan telah dipublikasikan oleh lembaga atau institusi tertentu yang bersumber dari kementerian desa.

3.3.2. Jenis Data Berdasarkan Sumber
1. Data Primer
Sumber data primer yaitu sebuah sumber yang mampu menyajikan kebutuhan data secara langsung untuk peneliti selaku pihak yang mengumpulkan data (Sugiyono, 2022). Data ini dikumpulkan peneliti langsung melalui sumber pertama. Data primer yang dimaksud berupa perolehan wawancara yang diselenggarakan dengan informan mengenai topik penelitian. 
2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber tambahan data yang peneliti ambil secara tidak langsung dari lapangan, data ini diambil melalui sumber yang telah ada dan disusun pihak lain, yaitu: dokumen, buku, statistik, serta foto. Sumber data ini bisa dipergunakan menjadi data pelengkap maupun utama apabila tidak terdapat narasumber untuk menyajikan data berbentuk primer (Nugrahani, 2014). Adapun yang menjadi data sekunder yaitu data yang didapat melalui data yang telah tersedia di kantor desa Sambakungan dan telah dipublikasikan oleh lembaga atau institusi tertentu yang bersumber dari kementerian desa.

3.4. 
Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yaitu sebuah proses dan cara yang bisa dipergunakan peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Metode ini menjadi tahapan paling strategis dari sebuah penelitian, sebab tujuan dari dilaksanakannya sebuah penelitian yaitu memperoleh data. Tanpa memahami apakah itu metode pengumpulan data, seorang peneliti tentu tidak bisa memperoleh data yang sesuai dengan ketentuan (Satori & Komriah, 2013). Segala penelitian dari mulai kuantitatif maupun kualitatif tentu mempergunakan metode untuk memperoleh kebutuhan data. Tujuannya dalam hal ini yaitu memudahkan peneliti untuk mendapatkan data-data yang akurat.

Peneliti di sini akan memperoleh kebutuhan data melalui penggunaan sejumlah metode seperti wawancara, observasi, serta dokumentasi, yang bisa dijelaskan dengan:
1. Wawancara 
Wawancara merupakan proses komunikasi diantara dua ataupun lebih pihak yang dilaksanakan secara langsung, dimana satu diantaranya merupakan pewawancara sementara yang lain menjadi informan, dengan tujuan mengumpulkan data ataupun mendapatkan informasi. Pewawancara di sini akan menyatakan beberapa pertanyaan pada informan agar diperoleh jawaban yang akan diterapkan sebagai data (Fadhallah, 2021).

Informan yaitu seorang subjek yang memiliki kemampuan untuk menyajikan informasi terkait permasalahan ataupun fenomena yang diangkat pada suatu penelitian. Subjek yang peneliti terapkan yaitu perangkat pemerintah desa yang memahami pengelolaan keuangan desa. Adapun informan yang akan diwawancarai yaitu kepala desa sebagai pihak yang memegang kuasa dalam pengelolaan keuangan desa serta sekrertaris desa. Peneliti memilih kepala desa dikarenakan dia merupakan pihak yang memegang kuasa dalam pengelolaan keuangan desa sekaligus mewakilkan pemerintah desa dalam hal kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan serta PTPKD yang diwakili sekretaris desa.

Peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan semi-terstruktur dengan tujuan agar diperoleh permasalahan yang lebih terbuka melalui meminta pendapat serta mendengarkan gagasan-gagasan informan yang akan memberikan topik penelitian secara lebih mendalam. Adapun beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada informan, yaitu:
Tabel 3.1 Daftar Pertanyaan

	No
	Pertanyaan

	
	Pertanyaan Tentang Kebijakan Pengelolaan Dana desa

	1.
	Bagaimana proses penyusunan kebijakan pengelolaan dana desa di Kampung Sambakungan?

	2.
	Apa saja dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan dana desa?

	3.
	Bagaimana mekanisme sosialisasi kebijakan pengelolaan dana desa kepada masyarakat?

	
	Pertanyaan Tentang Prosedur Pengelolaan Dana desa

	1.
	Bagaimana alur perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan dana desa di Kampung Sambakungan?

	2.
	Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana desa?

	3.
	Bagaimana mekanisme penyaluran dana desa kepada pelaksana kegiatan?

	4.
	Bagaimana mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana desa?

	
	Pertanyaan Tentang Prosedur Pengelolaan Dana desa

	1.
	Bagaimana alur perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan dana desa di Kampung Sambakungan?

	2.
	Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana desa?

	3.
	Bagaimana mekanisme penyaluran dana desa kepada pelaksana kegiatan?

	4.
	Bagaimana sistem pengendalian internal yang diterapkan dalam pengelolaan dana desa?

	5.
	Bagaimana mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana desa?

	
	Pertanyaan Tentang Upaya Pencegahan Fraud

	1.
	Apa saja langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah desa untuk mencegah Fraud dalam pengelolaan dana desa?

	2.
	Bagaimana peran aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan Fraud dana desa?

	3.
	Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa?

	4.
	Apa saja kendala yang dihadapi dalam upaya pencegahan Fraud dana desa?

	5.
	Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?

	
	Pertanyaan Tentang Peran dan Fungsi PTPKD

	1.
	Apa saja tugas dan tanggung jawab PTPKD dalam mengawasi pengelolaan dana desa?

	2.
	Bagaimana mekanisme kerja PTPKD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya?

	3.
	Bagaimana PTPKD berkoordinasi dengan pihak-pihak lain dalam mengawasi pengelolaan dana desa?

	4.
	Apa saja kendala yang dihadapi oleh PTPKD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya?

	5.
	Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?

	
	Pertanyaan Tentang Pengawasan Pengelolaan Dana desa

	1.
	Bagaimana PTPKD melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan dana desa?

	2.
	Apa saja indikator yang digunakan oleh PTPKD untuk mendeteksi potensi Fraud dalam pengelolaan dana desa?

	3.
	Bagaimana PTPKD menindaklanjuti temuan indikasi Fraud dalam pengelolaan dana desa?

	4.
	Bagaimana peran PTPKD dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa?

	
	Pertanyaan Tentang Upaya Pencegahan Fraud

	1.
	Apa saja langkah-langkah yang telah dilakukan oleh PTPKD untuk mencegah Fraud dalam pengelolaan dana desa?

	2.
	Bagaimana PTPKD bekerja sama dengan masyarakat dalam upaya pencegahan Fraud dana desa?

	3.
	Apa saja kendala yang dihadapi oleh PTPKD dalam upaya pencegahan Fraud dana desa?

	4.
	Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?

	
	Pertanyaan Tambahan

	1.
	Bagaimana peran Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam pengelolaan dana desa dan upaya pencegahan Fraud?

	2.
	Bagaimana sistem pelaporan keuangan dana desa di Kampung Sambakungan?

	3.
	Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di Kampung Sambakungan?

	4.
	Apa harapan dan saran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa dan pencegahan Fraud di masa depan?

	5.
	Bagaimana PTPKD mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang pengelolaan dana desa dan pencegahan Fraud?

	6.
	Bagaimana PTPKD meningkatkan kapasitas dan kapabilitas anggotanya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya?

	7.
	Apa harapan dan saran untuk meningkatkan efektivitas peran PTPKD dalam mengawasi dan mencegah Fraud dana desa di masa depan?


2. Dokumentasi 
Peneliti dalam hal ini juga mempergunakan dokumentasi, yaitu dengan pengumpulan dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan terhadap penelitian ini. Adapun dokumen tersebut berbentuk gambar, tulisan, serta sebagainya. Studi dokumen berperan untuk melengkapi penerapan teknik wawancara serta observasi pada sebuah penelitian kualitatif (Sugiyono, 2018:240).

Langkah-langkah metode pengumpulan data yang diterapkan bisa ditunjukkan melalui gambar berikut:
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Gambar 3.1 Metode Pengumpulan Data

1) Pengumpulan Data Wawancara
Mengumpulkan data melalui wawancara oleh narasumber. Pada tahap ini peneliti menggunakan strategi pengamat (pengumpul data) ganda pasa subyek yang sama untuk cross check pada tiap temuan.
2) Klasifikasi
Klasifikasi merupakan tahap pengorganisasian data yang telah dikumpulkan pada wawancara ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan karakteristik atau variabel tertentu. Proses ini bertujuan untuk menyederhanakan data mentah menjadi bentuk yang lebih terstruktur.
3) Kategorisasi
Kategorisasi berbeda dengan klasifikasi yang bersifat lebih sistematis, kategorisasi memberikan label atau kategori pada data berdasarkan tema yang muncul selama wawancara. Melalui kategorisasi, data yang awalnya berupa kumpulan informasi yang beragam dapat dipetakan ke dalam kategori-kategori yang memudahkan penarikan kesimpulan dan analisis mendalam mengenai tema-tema utama yang memiliki relevansi terhadap topik penelitian.
3.5.
Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Deskriptif Kualitatif. Analisis adalah suatu usaha dalam menguraikan suatu permasalahan atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (decomposition) sehingga susunan sesuatu bentuk yang dijabarkan dapat terlihat dengan jelas dan dapat lebih jelas dipahami makna yang terdapat didalamnya serta dapat dimengerti dengan lebih jelas lagi permasalahan yang terdapat didalamnya (Satori & Komriah, 2013).

Rumusan masalah tentang “Bagaimana kebijakan dan prosedur pengelolaan dana desa pada Desa Sambakungan Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau dalam upaya pencegahan Fraud?” diperoleh melalui analisis data yang dikemukakan Miles dan Huberman, yakni analisis data model interaktif dari empat kegiatan simultan, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi.

   





1. Pengumpulan Data


Data diperoleh melalui hasil wawancara, observasi, serta dituliskan dalam catatan lapangan yakni secara deskriptif serta reflektif. Adapun catatan deskriptif yaitu sebuah catatan alami terkait hal yang disaksikan, didengar, serta dialami peneliti sendiri. Sementara itu catatan reflektif memiliki isi terkait komentar, kesan, dan perspektif terkait temuan yang peneliti jumpai, serta rencana pengumpulan data pada tahapan berikutnya.

2. Seleksi Data


Data yang telah dikumpulkan selanjutnya melalui tahap seleksi. Tahap ini digunakan untuk menyaring jawaban yang relevan dengan pembahasan/topik yang akan ditulis. 

3. Reduksi Data


Data yang telah terseleksi kemudian direduksi, dipilih data yang cocok dan memiliki makna dan berfokus pada data dengan arah untuk menyelesaikan permasalahan, penemuan, pemaknaan, ataupun menjawab pertanyaannya penelitian. Selanjutnya data dirangkum serta disusun dengan teratur lalu dijelaskan beragam hal yang penting mengenai temuan sekaligus maknanya.

4. Penyajian data

Penyajian data yaitu langkah yang dilaksanakan setelah data telah direduksi. Penyajian informasi ini bertujuan untuk memberikan data terorganisasikan dan tersusun agar bisa dipahami dengan mudah.
5. Analisis Data

Analisis data merupakan deskripsi data yang telah disajikan sebelumnya. Proses ini melibatkan identifikasi tema, pola, dan makna di balik data untuk menjawab fenomena yang diteliti.
6. Penarikan kesimpulan

Tahapan ini meliputi pembentukan kesimpulan melalui beragam data yang sebelumnya sudah dianalisis. Tahap akhir penelitian ini dimaksudkan untuk memberi makna, pemahaman, serta penjelasan atas temuan yang diperoleh selama penelitian.
BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. 
Deskripsi Objek Penelitian

Di sebuah pelosok Kalimantan Timur, terhampar Kampung Sambakungan yang memukau sebagai bagian integral dari Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau. Dengan bentang seluas 12.000 hektar, kampung ini menyimpan kisah dan keindahan alam yang berpagar batas-batas istimewa di utara, membentang ke Kabupaten Bulungan; di timur, bertetangga dengan Kampung Merancang Ulu; di selatan, mengalir Sungai Berau yang membawa cerita zaman dahulu; dan di barat, Sungai Sata mengalir lembut, menyimpan rahasia sejarah.

Kampung yang telah berdiri sejak masa kerajaan itu pernah menjadi pusat pemerintahan, dihuni oleh jiwa-jiwa asli Barrau (Berau) yang menyematkan tradisi turun-temurun. Kini, di bawah kepemimpinan H. Alimuddin sebagai kepala kampung yang memegang kendali dari 2019 hingga 2027, semangat leluhur itu terus terjaga dengan penuh kehormatan dan dedikasi.

Di balik pesona sejarah dan alamnya, kehidupan nyata berdetak di antara 2.045 penduduk terdiri dari 1.128 pria dan 917 wanita yang tersebar merata dalam delapan Rukun Tangga. Keragaman pun mewarnai kehidupan di sini; mayoritas adalah keturunan Berau dan Dayak, namun keberadaan pendatang dari Sulawesi, Jawa, Batak, dan daerah lain menambah kekayaan budaya. Tradisi musyawarah yang kental pun menjadi benang merah yang menyatukan perbedaan itu.

Sebagai perangkat daerah yang diamanatkan oleh peraturan perundangan, Kampung Sambakungan tak hanya sekadar hamparan wilayah. Ia adalah entitas pemerintahan yang berfungsi langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Struktur organisasinya tersusun rapi, terdiri dari kepala desa, sekretaris, kasi perencanaan, badan permusyawaratan kampung, kaur umum, kaur keuangan, kasi kesejahteraan, kasi pemerintahan, serta kaur pelayanan yang bersama-sama menjaga harmoni dan kesejahteraan di setiap sudut kampung ini. Berikut merupakan struktur organisasi sekaligus rincian untuk setiap perangkatnya. 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kampung Sambakungan
Kampung Sambakungan menyematkan visi yang penuh semangat, yakni “MEWUJUDKAN KAMPUNG SAMBAKUNGAN TAMPIL BEDA DENGAN KAMPUNG LAIN” sebuah tekad untuk selalu menonjolkan keunikan dan keunggulan dalam setiap aspeknya. Adapun untuk mewujudkan visi ini, dibentuk sebuah misi yang menyeluruh; mulai dari pendirian Lembaga Penasihat Kampung yang terdiri atas para sesepuh sebagai penjaga tradisi dan nilai kebersamaan, serta melanjutkan program kerja pemerintahan terdahulu untuk menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis, bersih, serta terbebas oleh praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Warga Kampung Sambakungan juga diupayakan untuk dapat menikmati segala program unggulan dari pemerintah daerah dan pusat, sekaligus mengukuhkan tali persatuan dan kesatuan di antara mereka. Tidak hanya itu, sinergi yang harmonis dijalin melalui kemitraan antara lembaga kampung dan komunikasi yang baik antara pemerintah kampung dengan para pelaku usaha di wilayah tersebut, guna menumbuhkan kepercayaan mendalam dari masyarakat terhadap kepemimpinan yang ada. Seluruh upaya ini dirancang seiring dengan gambaran umum kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di Kampung Sambakungan sebagaimana termaktub dalam Rencana Jangka Menengah Kampung (RPJMK) Tahun 2024, sebagai berikut:

1) Keadaan Sosial
Di Kampung Sambakungan, setiap insan bagaikan bait puisi yang berasal dari berbagai pelosok negeri. Mayoritas warganya menapak akar di tanah Berau atau Banua, berpadu dengan semangat Dayak, serta ditambah kehadiran pendatang yang datang dari Sulawesi, Jawa, Batak, dan lain sebagainya. Sejak zaman silam, tradisi gotong royong, musyawarah, serta kearifan lokal telah mengalir deras bagai sungai, menyatukan perbedaan dan meredam potensi benturan antar kelompok.

Keanekaragaman budaya itu pun melahirkan kelompok-kelompok seni budaya yang dengan anggun menggelar kegiatan kesenian dan adat, menjadikan kampung ini panggung bagi beragam ekspresi jiwa. Dalam mozaik kepercayaan, mayoritas penduduk memeluk agama Islam dengan jumlah mencapai 1.763 jiwa, sementara penganut Katolik berjumlah 248 jiwa dan Protestan 34 jiwa. Meskipun terdapat perbedaan keyakinan, nilai toleransi dan rasa saling menghargai terus tumbuh, menjadikan Kampung Sambakungan tempat yang harmonis dan penuh kedamaian.
2) Kondisi Ekonomi
Ekonomi di Kampung Sambakungan tersaji dalam dua dimensi yang saling melengkapi. Pertumbuhan ekonomi masyarakat terpantau stabil dengan penghasilan rata-rata mencapai tiga juta rupiah, sebuah angka yang menggambarkan kesejahteraan yang masih terjaga, meskipun terdapat ketimpangan antara mereka yang bekerja di perusahaan swasta dan yang menggantungkan hidup dari bertani atau berkebun. Di sisi lain, perekonomian desa menunjukkan kemajuan melalui indikator seperti Produk Domestik Regional Bruto, yang mencerminkan kemampuannya desa untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya alam serta manusia. Produk-produk unggulan seperti padi sawah, padi ladang, jagung, cabe, sayuran, dan lada mengukir cerita tentang kerja keras dan kearifan lokal. Namun, angka pasti pendapatan global desa masih sulit ditentukan karena transaksi penjualan dilakukan secara langsung oleh masyarakat tanpa adanya pendampingan dari badan pengelola usaha.

3) Kondisi Lingkungan
Di Kampung Sambakungan, potensi-potensi alam dan kearifan lokal menyatu dalam harmoni yang perlahan mengangkat kesejahteraan warganya. Di hamparan lahan yang luas dan subur, para petani mengolah tanah dengan penuh ketekunan, menanam padi sawah, padi ladang, jagung, lombok, ubi, serta berbagai tanaman lain yang menjadi sumber pendapatan utama maupun tambahan. Sementara itu, hamparan perkebunan lada yang membentang luas turut menawarkan harapan, menyajikan produk unggulan yang berpotensi memperkuat perekonomian kampung. Di sela-sela kerja keras di ladang, sektor peternakan juga berkembang, dengan budidaya ayam pedaging dan petanging yang bekerja sama dengan perusahaan, mengisi kebutuhan dan menambah pendapatan keluarga. Tak kalah penting, perikanan yang menjadi jalan hidup para nelayan, menyuguhkan hasil tangkapan yang mampu meringankan beban ekonomi serta menyatukan semangat gotong royong di antara warganya. Setiap potensi itu seolah menyulam kisah tentang tekad dan harapan, menjadikan Kampung Sambakungan sebagai lahan subur bagi pertumbuhan dan kesejahteraan masa depan.

4.2.
 Hasil Penelitian

4.2.1.
 Kebijakan Pengelolaan Dana Desa

Kebijakan pengelolaan dana desa diarahkan untuk memfokuskan penggunaan dana guna pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sesuai Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, setiap kegiatan yang dibiayai oleh dana desa harus dikelola sepenuhnya oleh pemerintah desa dengan melibatkan partisipasinya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan, setiap program pembangunan dihasilkan dari proses musyawarah bersama, sehingga sasaran pembangunan bisa tercapai dengan tepat dan terencana.

Salah satu arah kebijakan Dana Desa yaitu mempertajam prioritas dari pemanfaatan Dana Desa bagi pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya arah kebijakan tersebut, tentunya pembangunan di kampung sambakungan saat ini diperhatikan dan diprioritaskan. Sesuai wawancara terhadap Bapak Alimuddin sebagai kepala kampung Sambakungan yang dimana bahwa:

“Kebijakan yang kami lakukan di kampung tentunya hal-hal yang menyejahterakan masyarakat ya. Seperti pada awal pemerintahan saya, saya mengutamakan keluhan dari masyarakat yaitu jalan yang masih bebatuan. Saat itu, kita anggarkan untuk beton jalan yang ada di kampung ini. Ya, itu salah satunya”

Pernyataan kepala kampung sambakungan menunjukkan bahwa pemerintah kampung memiliki kebijakan khusus untuk pembangunan kampung dengan mendengar keluhan dari masyarakat. Tujuan adanya kebijakan  pemerintah kampung sambakungan adalah kesejahteraannya masyarakat, dimana ini selaras terhadap Undang-Undang No. 6 Tahun 2024 tentang desa. 

Pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggung jawaban. Di Kampung Sambakungan, pengelolaan dana desa dijalankan menyesuaikan PERBUP Berau No. 62 Tahun 2018 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Proses ini juga didampingi oleh Tim Pendamping Kecamatan, sehingga memastikan bahwa setiap langkah pengelolaan berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip transparansi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sry Hastuty selaku Kaur Keuangan, disebutkan:

“Kebijakan pengelolaan dana desa mengikuti arahan dari pemerintah, sudah ada aturan tersendiri yang diberikan kepada pemerintah kampung terkait kebijakan dana desa yang didasari dari PMK No.201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan yang utama itu kita mengikuti Perbup Berau No.62 tahun 2018 dan masih banyak lagi.”

Pernyataan ini mempertegas bahwasanya kebijakan pengelolaan dana desa dirancang berdasarkan pedoman dari pemerintah pusat serta daerah. Kemudian transparansi dan akuntabilitas ditegakkan juga melalui keterlibatannya masyarakat secara aktif pada proses pengawasan. Dalam hal sosialisasi kebijakan, Kasi Perencanaan Ibu Bella Aprilia mengungkapkan:

“Satu tahun sekali kita ada pertemuan yang mengundang masyarakat seperti ketua RT dan pihak-pihak yang dinaungi oleh pemerintah kampung untuk datang pada rapat penetapan APBK, didalamnya termasuk kita menjelaskan bagaimana mekanisme dalam pengelolaan dana desa khususnya kebijakan yang berlaku.”

Pertemuan rutin ini menjadi salah satu upaya pemerintah kampung untuk memastikan bahwa masyarakat memahami mekanisme pengelolaan dana desa serta peran serta mereka dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Sehingga kebijakan pengelolaan dana desa tidak hanya bersifat regulatif, namun juga mendukung partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan desa.

4.2.2.
Prosedur Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa merupakan elemen vital dalam pembangunan masyarakat desa. Pengelolaan ini tidak hanya mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, serta penatausahaan, tetapi juga pelaporan serta pertanggung jawaban keuangan. Berdasarkan wawancara dengan narasumber, diketahui bahwa aparat desa telah memahami dan mendalami tata kelola keuangan desa, sehingga prosesnya berlangsung menyesuaikan prosedur yang sudah ditentukan.

Pada tahap perencanaan, proses dimulai dengan musyawarah RKP (Rencana Kerja Pemerintah) yang melibatkan aparat desa. Kaur keuangan menjelaskan:

“Ada beberapa tahapan perencanaan dimana aparat desa melakukan musyawarah RKP terlebih dahulu. Setelah musyawarah RKP, akan dilakukan survei kegiatan yang belum terealisasi dari RPJMK. Setelah itu akan dilakukan penetapan untuk perencanaan kegiatan/program yang akan dilaksanakan”

Tahapan ini menunjukkan bahwa sebelum menyusun rencana kegiatan, aparat desa mengadakan diskusi mendalam untuk mengidentifikasi kegiatan yang belum terlaksana dalam RPJMK (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung). Proses ini memastikan bahwa perencanaan yang dilakukan bersifat komprehensif dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, perencanaan dilanjutkan dengan penyusunan RPJMK dalam forum musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) yang menjadi acuan untuk seluruh rencana pembangunan selama satu periode. Ibu Sherly selaku Sekretaris Desa juga menegaskan:

“langkah yang dilakukan sebelum melaksanakan suatu kegiatan atau proyek yaitu merencanakan terlebih dahulu dengan melakukan musyawarah pembahasan RAB bersama dengan kepala kampung dan perangkat kampung. Selanjutnya dalam pelaksanaannya pemerintah desa disini mempunyai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang pada pelaksanaannya pun dikawal pemerintah desa lainnya, masyarakat dan BPK”

Melalui musyawarah yang melibatkan kepala kampung, perangkat desa, dan Tim Pelaksana Kegiatan, perencanaan tidak hanya menjadi proses administratif, melainkan juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Ini penting supaya setiap kegiatan yang dirancang benar-benar menyesuaikan kebutuhan serta aspirasi warga desa.

Berdasarkan keterangan informan, pelaksanaan kegiatan di Kampung Sambakungan telah berjalan menyesuaikan rencana yang sudah disetujui pada forum musyawarah. Dalam pelaksanaan, keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat dijadikan prinsip utama. Proses ini memastikan bahwa setiap langkah dan hasil dari program yang mempergunakan dana desa bisa dipantau oleh publik, sehingga meningkatkan transparansi dan kepercayaannya masyarakat pada pemerintahan desa.

Penatausahaan pada dana desa menjadi kunci penting sebuah pengelolaan keuangan kampung. Pada tahap ini Bendahara Desa diharuskan melaksanakan pencatatan untuk seluruh pengeluaran, penerimaan, sekaligus melaksanakan tutup buku di tiap akhir bulan dengan terstruktur dan tertib. Prosedur yang dilaksanakan kaur keuangan dalam penatausahaan keuangan desa dijelaskan sebagai berikut.

“Nah, jadi kalau bicara soal penatausahaan dana desa di Kampung Sambakungan, saya sebagai bendahara/kaur keuangan biasanya bekerja dengan prinsip rapi dan transparan. Misalnya, setiap kali ada dana yang masuk atau keluar, saya langsung catat lengkap baik itu di buku kas ataupun sistem digital yang kami pakai. Saya juga selalu memastikan ada bukti pendukung, seperti kwitansi atau faktur, buat memastikan nggak ada transaksi yang salah atau ganda. Saya rutin melakukan rekonsiliasi antara catatan kami dengan laporan bank, jadi kalau ada yang nggak cocok, langsung bisa diusut. Dokumen-dokumen keuangan pun diarsipkan dengan baik, baik secara fisik maupun digital, supaya nanti kalau audit atau ada pertanyaan dari masyarakat, semuanya bisa langsung ditemukan. Setiap akhir bulan, saya juga menyusun laporan keuangan, termasuk neraca, realisasi anggaran, dan arus kas. Laporan itu nggak cuma dilaporkan ke perangkat desa, tapi juga disampaikan ke masyarakat lewat pertemuan umum. Jadi, transparansi itu jadi prioritas. Selain itu, kami juga rutin melakukan audit internal untuk memastikan semua berjalan sesuai prosedur, dan kalau ada celah yang berpotensi jadi masalah, langsung diperbaiki. Jadi, intinya, dengan melakukan pencatatan yang rapi, rekonsiliasi rutin, pengarsipan yang sistematis, serta sosialisasi kepada masyarakat, kami berusaha menjaga akuntabilitas dan integritas pengelolaan dana desa di kampung ini.”

Hasil wawancara memperlihatkan penatausahaan dana desa di Kampung Sambakungan dijalankan dengan lima pilar utama yaitu pencatatan yang sistematis, rekonsiliasi rutin, pengarsipan terstruktur, penyusunan laporan keuangan komprehensif, serta audit internal yang dikombinasikan dengan sosialisasi ke masyarakat untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan fraud pada setiap tahap pengelolaan keuangan desa. penatausahaan dana desa di kampung sambakungan mempunyai prosedur menerima, menyimpan dan mengeluarkan yang didasarkan oleh peraturan yang telah disosialisasikan sebelumnya. Kaur keuangan menjelaskan prosedur menerima, menyimpan dan mengeluarkan dana desa berikut.

“Jadi, kalau urusan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran dana desa, prosedurnya kira-kira begini. Pertama-tama, dana desa biasanya diterima melalui transfer bank dari pemerintah pusat atau daerah. Begitu dana itu masuk ke rekening desa, saya langsung mencatatnya di buku kas dan sistem keuangan desa. Di sini, bukti transfer dan dokumen pendukung lainnya wajib disimpan untuk memastikan tidak ada kerancuan di kemudian hari. Setelah dana masuk, penyimpanannya juga nggak sembarangan. Kami simpan dana itu di rekening bank desa yang sudah terintegrasi dengan sistem pencatatan digital. Semua dokumen pendukung, mulai dari bukti transfer sampai catatan transaksi, diarsipkan dengan rapi baik secara fisik maupun digital. Hal ini supaya kalau nanti ada audit atau cek berkala, semua data bisa dengan mudah ditelusuri dan diverifikasi. Untuk pengeluaran, prosesnya cukup ketat. Biasanya, ada mekanisme pengajuan permohonan pengeluaran dana yang harus diiringi dokumen pendukung, misalnya Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan bukti-bukti transaksi sebelumnya. Setelah dokumen lengkap, permohonan itu diajukan kepada perangkat desa atau tim pengawas untuk mendapatkan persetujuan. Baru setelah itu dana disalurkan ke pihak terkait dan dicatat dalam laporan keuangan secara transparan.”

Penatausahaan dana desa di Kampung Sambakungan meliputi tiga tahap utama yaitu penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran yang dijalankan dengan ketat berdasarkan regulasi nasional dan pedoman teknis. Setiap penerimaan dicatat segera ke dalam Buku Kas Desa dan sistem digital Siskeudes untuk menjamin keakuratan, bukti pendukung disimpan rapi secara fisik dan digital, dan setiap pengeluaran melalui mekanisme permohonan dan verifikasi RAB agar dana benar‑benar digunakan sesuai peruntukan.

Tahap akhir dalam pengelolaan dana desa adalah pelaporan keuangan, yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksana kegiatan maupun pemerintah desa. Laporan pertanggungjawaban ini mencakup seluruh proses pelaksanaan kegiatan dari awal hingga akhir. Kaur keuangan menyatakan:

“pelaporan dana desa itu ada dua, pertama ada laporan dengan bentuk siskudes (aplikasi), kemudian kedua berbentuk pertanggungjawaban manual”

Penggunaan sistem informasi keuangan (siskudes) bersama dengan pelaporan manual memberikan dua lapisan verifikasi. Hal ini tidak hanya memudahkan pencatatan dan pelacakan dana, tetapi juga memperkaya proses audit sehingga dapat mendeteksi dan mencegah potensi penyimpangan. 

Kegiatan yang menggunakan dana desa juga memberikan tanggungjawab pemerintah kampung untuk melaporkannya kepada Badan Permusyawaratan Kampung (BPK). BPK menjelaskan terkait prosedur pelaporan dari pemerintah kampung terkait penggunaan dana desa:

“Setelah kegiatan selesai, pemerintah kampung itu nyusun laporan pertanggungjawaban. Laporan itu isinya ya rincian penggunaan dananya, bukti-bukti kayak kwitansi, foto kegiatan, sama dokumentasi lain. Nah, laporan itu diserahkan ke kami di BPK buat diperiksa. Kami lihat dulu, cocok nggak antara rencana sama realisasinya. Misalnya, di rencana mau bangun jalan 100 meter, ya kami cek di lapangan bener nggak 100 meter itu dibangun. Kalau ada yang kurang pas atau belum lengkap laporannya, ya kami kasih masukan, disuruh perbaiki. Kadang juga kami minta penjelasan langsung, biar nggak salah paham. Tapi selama ini, alhamdulillah pemerintah kampung cukup terbuka, jadi bisa saling koordinasi lah, biar semuanya aman dan jelas.”

Prosedur penyaluran dana desa mengikuti tata cara yang telah diatur dalam APBK. Proses ini dimulai dengan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh kaur keuangan terhadap kepala desa, dilengkapi oleh rencana kebutuhan desa. Menurut penjelasan dari Sekretaris desa:

“Mekanisme penyaluran dana desa memiliki prosedur yang pertama kaur keuangan melakukan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) terhadap kepala desa dilampiri oleh rencana kebutuhan desa. setelah itu, sekretaris desa melakukan verifikasi kelengkapan berkas yang selanjutnya jika ditetapkan lengkap, akan diterbitkan surat perintah membayar oleh sekretaris desa dengan ditanda tangani kepala desa. Kemudian meminta rekom pada kecamatan, setelah mendapat rekom kaur keuangan dapat mencairkan terhadap pemegang kas desa di bank yang dipilih. Dana yang sudah kaur keuangan cairkan dibukukan agar kemudian bisa diberikan pada pimpinan pelaksana kegiatan diiringi oleh bukti penerimaan”

Prosedur yang ketat ini memastikan bahwa setiap transaksi keuangan dapat ditelusuri dan diaudit dengan cermat. Verifikasi berkas dan penerbitan surat perintah membayar memberikan jaminan bahwa pencairan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan, serta meminimalisir terjadinya mismanagement.

Monitoring dan evaluasi dilakukan langsung oleh pemerintah kecamatan guna memastikan bahwa semua proses dari mulai perencanaan, penyelenggaraan, hingga pelaporan sesuai terhadap aturan yang diberlakukan. Kaur keuangan menjelaskan:

“monev dilakukan langsung dari kecamatan, biasanya ada tim pemeriksa yang datang untuk memeriksa apakah sudah sesuai terhadap aturan yang diberlakukan, baik secara perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan”

Kehadiran tim pemeriksa dari kecamatan merupakan bentuk pengawasan eksternal yang independen. Hal ini tidak hanya menambah lapisan akuntabilitas, tetapi juga memberikan masukan yang konstruktif untuk perbaikan di masa depan, sehingga pengelolaan dana desa dapat terus ditingkatkan.

Prosedur pengelolaan dana desa pada kampung sambakungan juga mendorong kampung sambakungan mendapatkan prestasi dari bupati kabupaten berau atas pengelolaan keuangan kampung terbaik pada tahun 2023. Kepala kampung sambakungan mengungkapkan:

“Sebenarnya kampung juga tidak menduga akan mendapat prestasi dan penghargaan tersebut karena kampung sebenarnya hanya ingin naik peringkat dan memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam mengelola keuangan kampung. Setelah mendapat prestasi tersebut kami baru menyadari bahwa perbaikan-perbaikan yang dilakukan ternyata menjadi salah satu indikator penilaian dalam pengelolaan keuangan kampung. Contoh salah satu indikator penilaian laporan akhir tahun, pada tahun 2020 kami hanya mengumpulkan laporan akhir tahun berupa laporan realisasi pelaksanaan APBK, kemudian di tahun 2021 setelah mengetahui dan mempelajari surat dari DPMK terkait Laporan realisasi akhir tahun kami baru tahu bahwa ada banyak laporan akhir tahun yang harus dilengkapi, bukan hanya laporan realisasi pelaksaan APBK. Laporan-laporan tersebut berusaha kami buat dan lengkapi sebaik dan semaksimal mungkin.”

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa penghargaan dari Bupati tidak diperoleh melalui perencanaan ambisius sejak awal, melainkan melalui serangkaian perbaikan dalam pengelolaan keuangan Kampung Sambakungan. Pada awalnya, kampung hanya berfokus pada upaya meningkatkan peringkat dengan memperbaiki kekurangan, khususnya dalam hal pelaporan keuangan. Proses pembelajaran ini membuka mata bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan menjadi indikator penting dalam penilaian kinerja, dan secara tidak langsung menjadi faktor penentu dalam memperoleh penghargaan. Dalam wawancara, kepala kampung juga menjelaskan bagaimana pemerintah kampung sambakungan mengejar ketertinggalan hingga menjadi prestasi

“Ketika kampung mendapat peringkat paling bawah tentunya ada rasa malu sehingga kami harus melakukan koreksi terhahap ketertinggalan tersebut khususnya dari peringkat pengelolaan kampung yang berada di peringkat paling bawah. Kemudian kami Mencari informasi terkait indikator penilaian perankingan agar tahu apa yang kurang dan bisa perbaiki agar tidak berada diurutan bawah. Setelah itu, kami berusaha melengkapi indikator-indikator penilaian tersebut. Tentunya prestasi tersebut didapat atas kerjasama serta bantuannya seluruh pihak baik yang terlibat langsung ataupun tidak.”

Rasa malu dikarenakan sempat menduduki peringkat terbawah juga mendorong langkah korektif yang signifikan. Pemerintah kampung pun secara aktif mencari informasi terkait indikator penilaian perankingan agar dapat mengetahui aspek mana saja yang perlu diperbaiki. Melalui pendekatan proaktif dan kerja sama yang melibatkan berbagai pihak, mereka berhasil melengkapi seluruh indikator penilaian yang sebelumnya terabaikan. Upaya bersama ini tidak hanya meningkatkan kualitas laporan keuangan, tetapi juga menunjukkan komitmen tinggi untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Dengan sinergi dan dukungan dari semua pihak, Kampung Sambakungan akhirnya berhasil mengubah posisi mereka dalam peringkat dan memperoleh penghargaan, yang sekaligus menjadi bukti nyata bahwa dedikasi dan kolaborasi dapat menghasilkan prestasi yang signifikan.

4.2.3. 
Upaya Mencegah Terjadinya Fraud
Pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa merupakan langkah penting yang bertujuan untuk menekan peluang terjadinya penyimpangan dengan memperketat pengawasan dan meningkatkan transparansi. Salah satu upaya utama dalam mencegah fraud adalah meningkatkan kesadaran aparatur desa tentang dampak negatif dari penyalahgunaan dana desa. Sekretaris desa menekankan bahwa aparatur kampung perlu memahami bahwa tindakan fraud tidak hanya merugikan individu pelaku, tetapi juga masyarakat dan negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah desa melakukan berbagai langkah pencegahan, seperti memperketat pengawasan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan, melakukan verifikasi secara lebih teliti dan detail, serta meningkatkan transparansi agar masyarakat dapat lebih aktif dalam melakukan pengawasan. Sekretaris desa menjelaskan:  

“langkah pertama pasti meningkatkan kesadaran aparatur kampung untuk tidak melakukan fraud khususnya dalam pengelolaan dana desa karena dapat merugikan diri sendiri, masyarakat dan negara. Selanjutnya, memperketat pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Melakukan verifikasi dengan lebih teliti dan detail. Meningkatkan transparansi agar masyarakat lebih banyak memiliki informasi dan dapat ikut serta melakukan pengawasan. Menetapkan suatu hal dengan berdasarkan regulasi dan sesuai dengan keputusan musyawarah.”  

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah sambakungan untuk mencegah terjadinya fraud yaitu pengawasan internal yang dilakukan aparatur desa. Selain pengawasan internal yang dilakukan oleh aparatur desa, pemerintah juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum melalui audit tahunan yang dilakukan oleh inspektorat. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana desa dikelola secara transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kegiatan audit meliputi evaluasi pengelolaan keuangan desa, pemeriksaan kelengkapan administrasi, serta pembinaan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Sekretaris desa juga menjelaskan bahwa audit ini dilakukan setiap awal tahun untuk meninjau periode sebelumnya.  

“pemerintah khususnya inspektorat tiap awal tahun melakukan kegiatan audit untuk memeriksa seluruh kegiatan yang memakai dana desa. kegiatan ini biasanya dilakukan pada awal tahun untuk periode sebelumnya. Kegiatan audit oleh Inspektorat ini meliputi evaluasi pengelolaan keuangan desa, pemeriksaan kelengkapan administrasi, dan upaya pembinaan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan dana desa. Audit ini bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa pengelolaan dana desa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”  

Kegiatan audit ini melibatkan pemerintah desa, kecamatan maupun inspektorat. Selain keterlibatan pemerintah desa dan inspektorat, masyarakat juga berperan dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan transparansi, terutama melalui forum tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Dalam forum ini, masyarakat diundang untuk mendapatkan penjelasan mengenai realisasi anggaran desa serta diberi kesempatan untuk memberikan kritik dan masukan secara langsung kepada pemerintah desa. Kaur keuangan mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa cukup tinggi.  

“tingkat partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa cukup tinggi. Setiap tahun kita mengadakan rapat realisasi, masyarakat kampung sambakungan diundang untuk hadir dalam rapat tersebut. Dalam rapat ini, pemerintah kampung menjabarkan realisasi APBK dan masyarakat kampung diberikan kesempatan secara terbuka untuk memberikan kritik dan masukan untuk pemerintah kampung.”  

Meskipun berbagai upaya pencegahan telah diterapkan, pemerintah desa masih menghadapi kendala dalam pengelolaan dana desa. Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah penolakan dari suplier dalam menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ), karena mereka menganggap proses administrasi terlalu rumit. Selain itu, kendala juga muncul dalam sistem lelang yang masih menghadapi permasalahan transparansi dari pihak ketiga. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah desa terus berupaya menerapkan sistem lelang yang lebih terbuka dan akuntabel agar proses berjalan dengan lebih adil. Kaur keuangan menjelaskan lebih lanjut tentang tantangan ini serta solusi yang diterapkan:  

“kalau kendala pasti ada, kendala yang dihadapi pemerintah biasanya ada penolakan dari suplier mengenai tandatangan SPJ. Terkadang suplier menolak jika dimintai tanda tangan karena merasa bahwa administrasinya terlalu rumit. Biasanya juga ada kendala dari pihak ketiga terkait kurang transparan jika sistem lelang” lanjutnya, “namun dibalik kendala itu, ada solusi yang pemerintah biasanya lakukan yaitu menerapkan sistem lelang yang lebih transparan agar proses berjalan lebih adil dan akuntabel, perencanaan yang dibuat juga harus lebih matang”  

Peran Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung (PPKK) juga sangat penting dalam tata kelola keuangan desa. Sebagai entitas yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa, PPKK memiliki peran strategis dalam memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, PPKK juga berfungsi sebagai pengawas program pembangunan desa yang dibiayai dengan dana desa, sehingga dapat mencegah penyimpangan serta memastikan bahwa program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa.  

Pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa bukan hanya tanggung jawab pemerintah desa, tetapi juga memerlukan sinergi dengan inspektorat, masyarakat, serta sistem pengawasan internal lainnya. Transparansi, akuntabilitas, serta perbaikan sistem administrasi menjadi kunci utama dalam memastikan dana desa dikelola secara efektif dan memberikan dampak positif bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

4.2.4. 
Pengawasan Pengelolaan Dana Desa
Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa adalah upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (Good Goverment Governance). Prinsip govermance yaitu partisipasi, transparansi, dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan. Tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang tercantum dalam pemendagri 113 tahun 2014 dimulai dari tahap penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengeloloaan keuangan desa. Badan Permusyawaratan Kampung menjelaskan:

“Kalau menurut saya, masyarakat itu perannya penting banget dalam pengawasan. Dan di Kampung Sambakungan ini, masyarakat cukup aktif kok. Mereka dilibatkan dari awal, pas musyawarah kampung, jadi mereka tahu dana desa dipakai buat apa aja. Selain itu, biasanya kami dari BPK juga kasih ruang kalau ada warga yang mau kasih masukan atau laporan. Misalnya kalau ada yang lihat kegiatan nggak jalan atau barangnya nggak sesuai, mereka bisa ngomong langsung ke kami. Terus papan informasi di depan kantor kampung juga ditempelin tuh rincian dana desa, biar semua orang bisa lihat. Jadi sejauh ini keterlibatan masyarakat udah lumayan bagus, tinggal terus dijaga aja keterbukaannya biar makin kuat pengawasannya.”


Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pengelolaan keuangan desa. dalam pelaksanaannya, pemerintah kampung khususnya PPKK sangat berpengaruh dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Peran PPKK dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa untuk memastikan pengelolaan keunagan desa berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah setempat menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintah kampung secara terbuka kepada masyarakat melalui baliho/spanduk. Dalam wawancara yang dilakukan, kepala kampung sambakungan menerangkan

“Informasi penyelenggaraan pemerintahan kampung disampaikan melalui baliho atau spanduk yang biasanya memuat APBK Awal, APBK Perubahan, serta Laporan Realisasi APBK. Selain itu, setiap akhir tahun dilakukan koordinasi dalam pembuatan laporan realisasi pelaksanaan APBK sebagai dasar informasi bagi pihak-pihak terkait, seperti Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), kecamatan, DPMK, dan inspektorat. Tak hanya itu, informasi mengenai kegiatan proyek, khususnya pekerjaan fisik, juga disampaikan melalui spanduk yang dipasang di lokasi kegiatan”

Salah satu warga sambakungan juga menguatkan penjelasan dari kepala kampung terkait informasi peyelenggaraan pemerintahan kampung.

“Di depan kantor kampung tuh suka dipasang baliho gede gitu, isinya laporan tentang dana desa berapa jumlahnya, dipake buat apa aja, sama kegiatan-kegiatannya. Jadi secara nggak langsung itu udah bentuk keterbukaan juga sih.”

Dalam wawancara, sekretaris desa menambahkan terkait tugas yang dilakukan PPKK dalam pengawasan pengelolaan dana desa:

“PPKK melakukan pengawasan terhadap perencanaan sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, jika pelaksanaan kita sesuaikan dari apa yang direncanakan, dan untuk pelaporan harus sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Untuk indikator untuk mendeteksi potensi terjadi fraud itu dengan kesesuaian hasil pekerjaan dengan perencanaan dan ketepatan waktu pekerjaan. Jika kita ada melihat indikasi fraud dalam pengelolaan dana desa, kita langsung melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kepala kampung, BPK, pemerintah kecamatan sehingga ditindaklanjuti lebih dalam.”
6.3. Pembahasan

Pengelolaan dana desa pada dasarnya harus mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar bagi pemerintah desa dalam menyusun perencanaan, melaksanakan kegiatan, serta mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa kepada masyarakat dan lembaga terkait.

Berdasarkan teori dan regulasi yang ada, implementasi kebijakan seharusnya berjalan secara ideal dan terstruktur. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan di lapangan seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor lokal, seperti sumber daya manusia, keterlibatan masyarakat, dan kapasitas perangkat desa. Oleh karena itu, perbandingan antara teori dan praktik lapangan menjadi penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang ada telah diterapkan secara efektif. Hasil perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Tabel Ringkasan Temuan: Perbandingan Kebijakan & Implementasi
	Aspek
	Kebijakan / Teori
	Implementasi / Praktik Lapangan
	Kesesuaian
	Analisis / Catatan

	1. Perencanaan
	UU No. 6/2014: Perencanaan harus partisipatif dan berbasis musyawarah. RPJMK jadi pedoman.
	Musyawarah dilakukan antara perangkat desa, ketua RT, dan masyarakat. Proses penyusunan RPJMK dilakukan berdasarkan survei kebutuhan dan musyawarah RKP.
	Sesuai sebagian
	Partisipasi masyarakat cukup baik, namun perlu ditingkatkan lebih luas agar lebih representatif.

	2. Penganggaran
	APBK disusun mengacu RPJMK dan melibatkan masyarakat; berpedoman pada PMK No. 07/2022 dan Perbup No. 62/2018.
	Penyusunan APBK dilakukan berdasarkan RPJMK. Terdapat pertemuan tahunan yang melibatkan ketua RT dan masyarakat, serta ada sosialisasi kebijakan melalui forum.
	Sesuai
	Prosedur penganggaran sudah berjalan baik, partisipasi sudah dilibatkan melalui forum tahunan.

	3. Pengelolaan
	Permendagri 113/2014: Pengelolaan dilaksanakan secara bertahap dan akuntabel, terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban.
	Seluruh tahapan pengelolaan dilakukan dengan baik: pencatatan sistematis, arsip digital & fisik, serta pengawasan internal & audit inspektorat.
	Sangat sesuai
	Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas berjalan baik. Pencatatan rapi, ada sistem digital, dan audit internal dijalankan secara rutin.

	4. Pelaksanaan
	Pelaksanaan sesuai rencana dan melalui TPK. Transparansi dan partisipasi masyarakat harus dijaga.
	Kegiatan dilaksanakan oleh TPK dan diawasi oleh masyarakat dan pemerintah desa. Dana disalurkan sesuai RAB dan prosedur ketat.
	Sesuai
	Transparansi cukup tinggi, prosedur pelaksanaan berjalan ketat dan terbuka.

	5. Pertanggungjawaban
	Pelaporan keuangan dilakukan melalui sistem (Siskeudes) dan secara manual. Disampaikan ke BPK dan masyarakat.
	Laporan dibuat dalam dua bentuk (Siskeudes dan manual), disampaikan ke BPK. Masyarakat mendapat akses lewat spanduk, baliho, dan forum terbuka.
	Sesuai
	Sudah menunjukkan prinsip good governance. Tingkat akuntabilitas dan transparansi cukup tinggi.

	6. Pengawasan
	Pengawasan dilakukan oleh PPKK, BPK, masyarakat, dan inspektorat. Prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dijunjung tinggi (Permendagri 113/2014, Fraud Triangle Theory, Agency Theory).
	Pengawasan dilakukan secara berlapis: internal oleh PPKK, eksternal oleh inspektorat, dan masyarakat melalui forum realisasi tahunan. Ada deteksi fraud melalui kesesuaian hasil & waktu.
	Sesuai
	Sistem pengawasan cukup efektif. Namun tantangan seperti ketimpangan pemahaman teknis dan potensi konflik kepentingan perlu diantisipasi melalui pelatihan perangkat desa.

	
	
	
	
	


4.3.1. Kebijakan Pengelolaan Dana Desa
Pengelolaan dana desa tidak hanya bertujuan untuk menjalankan pembangunan, tetapi juga menjadi alat penting dalam mencegah penyimpangan. Kampung Sambakungan mengadopsi kebijakan pengelolaan yang mengikuti regulasi nasional seperti UU No. 6 Tahun 2014 dan Perbup No. 62 Tahun 2018, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui mekanisme partisipatif.

Pengelolaan dana desa merupakan aspek penting dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa kebijakan pengelolaan dana desa di Kampung Sambakungan mengikuti arahan dari pemerintah dan aturan yang telah ditetapkan, seperti PERBUP Berau No. 62 Tahun 2018 dan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kepala kampung dalam menyusun APBK harus berpedoman pada RPJMK untuk memastikan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan hasil musyawarah. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan dana desa di Kampung Sambakungan diarahkan untuk memfokuskan penggunaan dana guna pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui mekanisme yang partisipatif dan transparan. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, setiap kegiatan pendanaan desa harus dikelola oleh pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat, sehingga program pembangunan yang dihasilkan dapat tepat sasaran. Di Kampung Sambakungan, penyusunan APBK dilakukan dengan mengacu pada RPJMK yang dirancang melalui proses musyawarah bersama antara aparat desa dan warga. Proses ini menunjukkan bahwa kebijakan disusun tidak hanya mengikuti arahan pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat secara langsung, seperti pembangunan infrastruktur jalan yang merupakan usulan dari warga.

Sebagai bagian dari implementasi kebijakan tersebut, pemerintah kampung secara aktif melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan melalui pertemuan rutin tahunan yang dihadiri oleh ketua RT, perangkat desa, dan lembaga kemasyarakatan. Dalam forum ini, masyarakat diberikan penjelasan mengenai mekanisme pengelolaan dana desa, termasuk informasi terkait APBK, prioritas kegiatan, serta peran masyarakat dalam melakukan pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kampung tidak hanya menjalankan kebijakan secara administratif, tetapi juga berupaya membangun komunikasi dua arah yang terbuka dengan masyarakat sebagai bagian dari prinsip good governance.

Kebijakan pemerintah kampung Sambakungan juga tercermin dalam dokumen RPJMK yang memuat arah pembangunan desa, seperti penguatan peran serta masyarakat melalui swadaya, penggalian potensi kampung untuk menambah PAD, pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM khususnya di bidang pertanian, serta upaya menggali potensi pariwisata kampung. Selain itu, kebijakan pengelolaan dana desa di Kampung Sambakungan juga berpedoman pada PMK No. 07 Tahun 2022 yang menekankan pentingnya menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan masing-masing desa, kinerja pelaksanaan dana desa, dan kemampuan keuangan negara. Dalam praktiknya, pemerintah kampung menerjemahkan kebijakan ini ke dalam prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat melalui penyusunan program kerja yang terbuka, pemasangan baliho kegiatan, dan forum-forum musyawarah kampung yang melibatkan warga.

Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Kampung Sambakungan menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Hal ini tercermin dari rutinitas sosialisasi yang melibatkan warga dalam musyawarah kampung, pemasangan informasi publik berupa baliho dan spanduk, serta pelaporan yang terbuka kepada pihak-pihak terkait. Upaya ini memperkuat posisi masyarakat tidak hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pengawasan yang aktif terhadap pelaksanaan dana desa.

Penerapan kebijakan yang berbasis musyawarah dan terbuka tersebut menjadi salah satu bentuk konkret dalam mencegah terjadinya fraud. Sejalan dengan teori Fraud Triangle dari Cressey (1953), pengurangan peluang (opportunity) kecurangan dapat dilakukan melalui peningkatan pengawasan dan partisipasi publik. Di sisi lain, transparansi dalam pengelolaan anggaran yang ditegakkan oleh pemerintah kampung sejalan dengan pandangan Mardiasmo (2009) yang menekankan bahwa keterbukaan informasi publik adalah pilar penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Kebijakan pengelolaan dana desa di Kampung Sambakungan dengan demikian tidak hanya bertumpu pada regulasi administratif, tetapi juga mengarah pada pembentukan budaya pengelolaan keuangan yang sehat dan bertanggung jawab. Sinergi antara perangkat desa, masyarakat, dan lembaga pengawas menjadi fondasi utama dalam menciptakan sistem yang adaptif sekaligus tangguh dalam menghadapi potensi penyimpangan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan bukan sekadar instruksi, tetapi juga alat pencegah fraud yang berjalan melalui komitmen kolektif dan kesadaran bersama.
4.3.2. Prosedur Pengelolaan Dana Desa

Setelah kebijakan ditetapkan, keberhasilan pengelolaan dana desa sangat ditentukan oleh prosedur pelaksanaan yang sistematis. Di Kampung Sambakungan, seluruh proses dilaksanakan secara berlapis mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, melibatkan perangkat desa, masyarakat, dan pendamping kecamatan. Prosedur pengelolaan dana desa di Kampung Sambakungan melibatkan berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Tim pendamping kecamatan turut serta dalam mengawasi proses pengelolaan dana desa, sementara masyarakat juga terlibat dalam pengawasan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. 

Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 Tahun 2014 dilaksanakan secara bertahap.89 Begitu juga dengan pengelolaan Dana Desa di Kampung Sambakungan. Tahapan dalam pengelolaan tersebut terdiri 5 tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu penyusunan konsep dari kegiatan yang akan dilaksanakan yang disusun secara teliti, terstruktur, dan benar-benar memikirkan tujuan yang ingin dicapai. Dalam proses perencanaan, aparat desa melakukan musyawarah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMK), yang menjadi acuan dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan Triani dan Handayani yang menyatakan bahwa perencanaan yang partisipatif sangat penting untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat (Triani & Handayani, 2018). Setelah perencanaan dirancang, tahapan berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan pembangunan.
2. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan manifestasi nyata dari perencanaan strategis yang telah disusun sebelumnya. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, seluruh pendapatan dan pengeluaran dilaksanakan melalui rekening kas desa, sehingga memastikan keteraturan dan akuntabilitas penggunaan dana. Kegiatan operasional dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), sementara pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat mencerminkan tingkat transparansi yang tinggi, yang pada gilirannya merupakan elemen kunci dalam optimalisasi pengelolaan dana desa.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh TPK dan pengawasan oleh pemerintah desa serta masyarakat menunjukkan adanya transparansi dan partisipasi yang tinggi, yang merupakan faktor kunci dalam pengelolaan dana desa yang efektif. Setelah kegiatan dilaksanakan, proses penatausahaan menjadi langkah berikut yang memastikan pencatatan keuangan berjalan tertib.
3. Penatausahaan 

Penatausahaan pengelolaan keuangan Desa merupakan aktivitas pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun anggaran. Pencatatan tersebut dilakukan di dalam buku kas umum yang berfungsi untuk mencatat semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran yg berkaitan dengan kas. Penatausahaan meliputi aktivitas menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
Pelaksanaan penatausahaan menurut Permendagri No. 113 tahun 2014 kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Pada tahap ini Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan terstruktur. 
Penatausahaan dana desa di kampung sambakungan mencerminkan penerapan akuntabilitas publik, yang menurut Mardiasmo (2009) adalah kewajiban pihak terkait yang memegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitasnya kepada pihak pemerintahan yang memberikan amanah. Bendahara kampung sambakungan secara aktif mencatat setiap transaksi keangan dan menyusun laporan keuangan yang disampaikan kepada perangkat desa serta masyarakai melalui pertemuan rutin yang diadakan oleh perangkat kampung sambakungan. 

Praktik pengelolaan dana desa di Kampung Sambakungan juga sejalan dengan prinsip-prinsip good governance, yang meliputi akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Menurut Sedarmayanti (2013), prinsip-prinsip ini dapat digunakan untuk mengukur efektivitas pengelolaan dana desa . Bendahara desa tidak hanya menyusun laporan keuangan, tetapi juga menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat, memungkinkan partisipasi aktif dan pengawasan dari warga desa. Hal ini mencerminkan upaya untuk menghindari penyalahgunaan dana dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa (Mardiasmo, 2009).

Implementasi sistem pengendalian internal di Kampung Sambakungan, seperti pencatatan sistematis, rekonsiliasi rutin, dan audit internal, menunjukkan upaya untuk mencapai efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini sejalan dengan tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 . Dengan adanya sistem ini, pemerintah desa dapat memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.​ 
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban

Pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan proses akhir yang mempunyai peran penting dalam suatu pemerintahan kampung. Laporan pertanggungjawaban mempunyai tujuan untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan seluruh proses pelaksanaan kegiatan sebagai hasil kegiatan yang telah dilakukan.

 Pelaporan keuangan yang dilakukan dalam dua bentuk, yaitu melalui aplikasi Siskudes dan laporan manual, menunjukkan komitmen pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa secara transparan. Penelitian oleh Vanviora dan Sari menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap pembangunan desa (Vanviora & Sari, 2023). Selain itu, mekanisme penyaluran dana desa yang mengikuti prosedur yang telah ditetapkan juga berkontribusi pada pengelolaan yang baik, sebagaimana diungkapkan oleh Sekretaris desa dalam wawancara. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prosedur pengelolaan keuangan desa dapat meningkatkan efektivitas penggunaan dana (Nislandi & Munari, 2023; Solehan & Sukresno, 2024).


Implementasi prosedur pengelolaan dana desa di Kampung Sambakungan dinilai telah berjalan secara sistematis dan sesuai prinsip good governance, namun dalam pelaksanaannya tetap ditemukan sejumlah kendala. Salah satu kendala yang cukup sering muncul adalah penolakan dari pihak penyedia barang dan jasa (suplier) untuk menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ), yang disebabkan oleh anggapan bahwa proses administrasi terlalu rumit dan memakan waktu. Di samping itu, sistem lelang yang digunakan masih menghadapi tantangan dalam hal transparansi dan keterbukaan dari pihak ketiga yang terlibat. Permasalahan ini menunjukkan bahwa meskipun prosedur telah ditetapkan secara formal, pelaksanaannya masih memerlukan penyesuaian dan evaluasi agar dapat berjalan secara optimal.

Sebagai respons terhadap kendala tersebut, pemerintah kampung terus melakukan berbagai upaya perbaikan prosedur, seperti menerapkan sistem lelang yang lebih terbuka dan akuntabel, memperkuat koordinasi antar perangkat desa, serta menyusun perencanaan kegiatan secara lebih matang. Komitmen terhadap perbaikan ini menjadi salah satu kunci keberhasilan Kampung Sambakungan dalam meningkatkan tata kelola keuangan desa, yang terbukti melalui pencapaian sebagai kampung dengan pengelolaan keuangan terbaik di tingkat Kabupaten Berau pada tahun 2023. Prestasi ini menunjukkan bahwa penerapan prosedur yang baik, meskipun menghadapi tantangan, tetap dapat menghasilkan dampak positif jika diiringi dengan evaluasi dan pembenahan yang berkelanjutan.

Penerapan prosedur pengelolaan dana desa yang partisipatif, akuntabel, dan terstruktur secara keseluruhan telah berkontribusi dalam menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan efektif. Dengan adanya pengawasan internal dan eksternal, pelaporan berlapis, serta keterlibatan masyarakat dalam forum evaluasi, pemerintah desa berhasil membangun fondasi pengelolaan yang tidak hanya memenuhi regulasi, tetapi juga mendukung upaya pencegahan fraud. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa kolaborasi, keterbukaan, dan evaluasi yang berkelanjutan merupakan elemen penting dalam membangun tata kelola keuangan desa yang transparan dan berintegritas.
BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal penting yang menjadi temuan utama dari penelitian ini, yang dirangkum dalam poin-poin berikut:
1. Kebijakan pengelolaan dana desa di Kampung Sambakungan disusun berdasarkan RPJMK dengan melibatkan masyarakat melalui musyawarah dan sosialisasi. Kebijakan tersebut mengacu pada regulasi seperti Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Perbup No. 62 Tahun 2018, serta PMK No. 07 Tahun 2022. Prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas menjadi dasar utama dalam menyusun dan menjalankan kebijakan, yang bertujuan tidak hanya untuk pembangunan desa tetapi juga sebagai langkah preventif terhadap potensi fraud.

2. Prosedur pengelolaan dana desa dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Prosedur ini tidak hanya mengikuti alur regulasi formal, tetapi juga disertai dengan pengawasan dari PPKK, BPK, dan inspektorat, serta partisipasi masyarakat melalui forum evaluasi. Upaya pencegahan fraud dijalankan melalui sistem pengendalian internal, keterbukaan informasi publik, serta evaluasi berkelanjutan, meskipun masih terdapat kendala administratif seperti SPJ dan pelaksanaan sistem lelang.

5.2. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang telah dijelaskan, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan untuk perbaikan atau pengembangan lebih lanjut terkait topik penelitian ini, yang disajikan dalam bentuk poin-poin sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah kampung, diharapkan untuk terus mengembangkan kebijakan yang adaptif terhadap kondisi kampung serta rutin mengevaluasi implementasinya. Pemerintah kampung juga perlu menjaga konsistensi prinsip transparansi dengan cara memperluas akses masyarakat terhadap informasi kebijakan dan anggaran.

2. Bagi perangkat kampung dan pengelola keuangan, penting untuk memperkuat kapasitas dan kompetensi dalam hal administrasi keuangan dan regulasi terbaru. Pelatihan teknis secara berkala diperlukan guna meminimalisir kesalahan administratif serta meningkatkan keandalan dalam pelaporan keuangan.
3. Bagi masyarakat, peran aktif dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan dan penggunaan dana desa perlu terus didorong. Pemerintah kampung dapat menyediakan media pengaduan yang terbuka dan ramah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau dugaan penyimpangan.
4. Bagi pihak pengawas eksternal seperti inspektorat, diperlukan pendekatan evaluatif yang bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga memperhatikan aspek kualitas dan integritas dari proses pengelolaan dana desa. Koordinasi rutin antara pengawas eksternal dan internal desa dapat membantu mencegah terjadinya fraud sejak dini. 
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	INISIAL
	TRANSKRIP
	KODIFIKASI

	NL
	sebelum memulai wawancara, saya mohon izin bu untk merekam suara, apakah boleh?
	

	SA
	mohon maaf, dicatat saja ya
	

	NL
	baik, bu. Kalau begitu, kita langsung mulai saja ya bu?
	

	SA
	Baik
	

	NL
	untuk pertanyaan pertama, saya ingin bertanya bagaimana proses penyusunan kebijakan pengelolaan dana desa?
	

	SA
	Kebijakan pengelolaan dana desa sendiri kita mengikuti arahan dari pemerintah, sudah ada aturan tersendiri yang diberikan kepada pemerintah kampung terkait kebijakan dana desa.
	Kode: Kebijakan Berbasis Regulasi
Penjelasan: Pemerintah desa mengikuti regulasi pusat dan daerah dalam menentukan kebijakan dana desa.
Ide Pokok: Kebijakan disusun sesuai regulasi pusat dan daerah.

	AM
	kebijakan yang kami lakukan di kampung tentunya hal-hal yang menyejahterakan masyarakat ya. Seperti pada awal pemerintahan saya, saya mengutamakan keluhan dari masyarakat yaitu jalan yang masih bebatuan. Saat itu, kita anggarkan untuk beton jalan yang ada di kampung ini. Ya, itu salah satunya
	Kode: Kebijakan Responsif terhadap Kebutuhan Warga
Penjelasan: Prioritas kebijakan disesuaikan dengan aspirasi dan kebutuhan utama masyarakat.
Ide Pokok: Kebijakan merespons kebutuhan masyarakat.

	NL
	Baik bu, Pak, selanjutnya apa saja dasar hukum yang digunakan dalam kebijakan pengelolaan dana desa yang ada di sambakungan
	

	SA
	Kebijakan pengelolaan dana desa mengikuti arahan dari pemerintah, sudah ada aturan tersendiri yang diberikan kepada pemerintah kampung terkait kebijakan dana desa yang didasari dari PMK No.201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan yang utama itu kita mengikuti Perbup Berau No.62 tahun 2018 dan masih banyak lagi
	Kode: Dasar Hukum yang Kuat
Penjelasan: Kebijakan desa didasarkan pada peraturan resmi dan sah dari pemerintah pusat dan daerah.
Ide Pokok: Kebijakan mengacu pada dasar hukum yang jelas.

	NL
	Baik bu, lalu bagaimana mekanisme sosialisasi kebijakan pengelolaan dana desa kepada masyarakat
	

	SA
	Nah, kalau itu. satu tahun sekali kita ada pertemuan yang mengundang masyarakat seperti ketua RT dan pihak pihak yang dinaungi oleh pemerintah kampung untuk datang pada rapat penetapan APBK, didalamnya termasuk kita menjelaskan bagaimana mekanisme dalam pengelolaan dana desa khususnya kebijakan yang berlaku
	Kode: Sosialisasi Terbuka
Penjelasan: Kebijakan disampaikan dan disosialisasikan secara transparan kepada masyarakat melalui rapat tahunan.
Ide Pokok: Sosialisasi kebijakan dilakukan melalui pertemuan rutin.

	NL
	Bagaimana alur perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan dana desa di kampng sambakungan?
	

	SA
	Kita ada tahapan-tahapan perencanaan dimana kita akan melakukan musyawarah RKP, setelah RKP kita survei kegiatan yang belum terealisasi dari RPJMK, setelah itu kita penetapan untuk perencanaan/kegiatan yang akan kita laksanakan.

Langkahnya itu survei lapangan, pengukuran, dan pembuatan RAB. Selanjutnya penetapan RAB, Penyaluran Anggaran, Pencairan Dana, Realisasi, dan Pertanggungjawaban.
	Kode: Tahapan Prosedural Lengkap
Penjelasan: Prosedur pengelolaan dana desa melalui tahap berurutan dari perencanaan hingga pelaporan.
Ide Pokok: Prosedur lengkap dan runtut dari awal hingga akhir.

	NL
	Siapa saja pihak pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana desa?
	

	SA
	Kepala kampung, sekdes, KAUR, KASIE, BPK, dan RT
	

	NL
	Apakah bapak/ibu bisa menjelaskan terkait tahapan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban?
	

	SA
	Ada beberapa tahapan perencanaan dimana aparat desa melakukan musyawarah RKP terlebih dahulu. Setelah musyawarah RKP, akan dilakukan survei kegiatan yang belum terealisasi dari RPJMK. Setelah itu akan dilakukan penetapan untuk perencanaan kegiatan/program yang akan dilaksanakan
	

	SY
	langkah yang dilakukan sebelum melaksanakan suatu kegiatan atau proyek yaitu merencanakan terlebih dahulu dengan melakukan musyawarah pembahasan RAB bersama dengan kepala kampung dan perangkat kampung. Selanjutnya dalam pelaksanaannya pemerintah desa disini memiliki TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dimana dalam pelaksanaannya pun dikawal oleh pemerintah desa lainnya, masyarakat serta BPK.
	Kode: Pengawasan Kolektif
Penjelasan: Pelaksanaan kegiatan dikawal oleh tim pelaksana serta elemen pemerintah dan masyarakat sebagai bentuk pengawasan.
Ide Pokok: Pengawasan dilakukan secara kolektif dan berlapis.

	NL
	Baik bu, karena ibu sri dan ibu serly sudah menjelaskan terkait perencanaan dan pelaksanaan, selanjutnya tahap penatausahaan, bu.
	

	SA
	Nah, jadi kalau bicara soal penatausahaan dana desa di Kampung Sambakungan, saya sebagai bendahara/kaur keuangan biasanya bekerja dengan prinsip rapi dan transparan. Misalnya, setiap kali ada dana yang masuk atau keluar, saya langsung catat lengkap baik itu di buku kas ataupun sistem digital yang kami pakai. Saya juga selalu memastikan ada bukti pendukung, seperti kwitansi atau faktur, buat memastikan nggak ada transaksi yang salah atau ganda. Saya rutin melakukan rekonsiliasi antara catatan kami dengan laporan bank, jadi kalau ada yang nggak cocok, langsung bisa diusut. Dokumen-dokumen keuangan pun diarsipkan dengan baik, baik secara fisik maupun digital, supaya nanti kalau audit atau ada pertanyaan dari masyarakat, semuanya bisa langsung ditemukan. Setiap akhir bulan, saya juga menyusun laporan keuangan, termasuk neraca, realisasi anggaran, dan arus kas. Laporan itu nggak cuma dilaporkan ke perangkat desa, tapi juga disampaikan ke masyarakat lewat pertemuan umum. Jadi, transparansi itu jadi prioritas. Selain itu, kami juga rutin melakukan audit internal untuk memastikan semua berjalan sesuai prosedur, dan kalau ada celah yang berpotensi jadi masalah, langsung diperbaiki. Jadi, intinya, dengan melakukan pencatatan yang rapi, rekonsiliasi rutin, pengarsipan yang sistematis, serta sosialisasi kepada masyarakat, kami berusaha menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di kampung ini.
	Kode: PR3 – Administrasi Akuntabel
Penjelasan: Pencatatan dan pelaporan dilakukan rapi, transparan, dan disertai bukti transaksi.
Ide Pokok: Administrasi keuangan dilakukan secara akuntabel dan terbuka.

	NL
	Ibu boleh tolong jelaskan secara detail bagaimana prosedur dalam menerima, menyimpan, hingga mengeluarkan dana desa?
	

	SA
	Jadi, kalau urusan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran dana desa, prosedurnya kira-kira begini. Pertama-tama, dana desa biasanya diterima melalui transfer bank dari pemerintah pusat atau daerah. Begitu dana itu masuk ke rekening desa, saya langsung mencatatnya di buku kas dan sistem keuangan desa. Di sini, bukti transfer dan dokumen pendukung lainnya wajib disimpan untuk memastikan tidak ada kerancuan di kemudian hari. Setelah dana masuk, penyimpanannya juga nggak sembarangan. Kami simpan dana itu di rekening bank desa yang sudah terintegrasi dengan sistem pencatatan digital. Semua dokumen pendukung, mulai dari bukti transfer sampai catatan transaksi, diarsipkan dengan rapi baik secara fisik maupun digital. Hal ini supaya kalau nanti ada audit atau cek berkala, semua data bisa dengan mudah ditelusuri dan diverifikasi. Untuk pengeluaran, prosesnya cukup ketat. Biasanya, ada mekanisme pengajuan permohonan pengeluaran dana yang harus disertai dokumen pendukung seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan bukti-bukti transaksi sebelumnya. Setelah dokumen lengkap, permohonan itu diajukan kepada perangkat desa atau tim pengawas untuk mendapatkan persetujuan. Baru setelah itu dana disalurkan ke pihak terkait dan dicatat dalam laporan keuangan secara transparan.
	Kode: Pengelolaan Dana Tersistem
Penjelasan: Dana masuk dan keluar mengikuti prosedur ketat dan terdokumentasi dengan sistem digital.
Ide Pokok: Dana dikelola secara sistematis dan terdokumentasi.

	NL
	Terimakasih penjelasannya ibu. Jika pelaporan dan pertanggungjawabannya seperti apa bu?
	

	SA
	pelaporan dana desa itu ada dua, yang pertama ada laporan dalam bentuk siskudes (aplikasi) dan yang kedua ada laporan bentuk pertanggungjawaban secara manual. Mungkin bapak atau ibu ada yang mau ditambahkan gak sama penjelasanku ini
	Kode: PR6 – Laporan Ganda untuk Validasi
Penjelasan: Laporan dilakukan secara digital dan manual agar lebih valid dan terdokumentasi dengan baik.
Ide Pokok: Pelaporan ganda untuk menjamin akurasi.

	SY
	Ibu mau menambahkan tentang mekanisme penyaluran dana desa. Mekanisme penyaluran dana desa memiliki prosedur yang pertama kaur keuangan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa yang dilampiri dengan rencana kebutuhan desa. setelah itu, sekretaris desa melakukan verifikasi kelengkapan berkas yang selanjutnya jika dinyatakan lengkap, sekretaris desa menerbitkan surat perintah membayar yang ditandatangani oleh kepala desa. selanjutnya meminta rekom pada kecamatan, setelah mendapat rekom kaur keuangan dapat mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk. Dana yang telah dicairkan oleh kaur keuangan dibukukan untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan pelaksana kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.
	Kode: Verifikasi Berjenjang
Penjelasan: Prosedur pencairan dana melibatkan verifikasi berjenjang untuk mencegah penyalahgunaan.
Ide Pokok: Pencairan dana melalui mekanisme verifikasi bertingkat.

	NL
	Baik ibu, selanjutnya bagaimana mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana desa?
	

	SA
	monev dilakukan langsung dari kecamatan, biasanya ada tim pemeriksa yang datang untuk memeriksa apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan
	

	NL
	Oiya bu/pak, latar belakang saya mengangkat penelitian ini karena prestasi yang di dapat kampung sambakungan dalam pengelolaan keuangan kampung terbaik ya? Pak, Bu. Nah pertanyaan saya bagaimana kampung sambakungan bisa memperoleh penghargaan bupati atas prestasi pengelolaan keuangan terbaik?
	

	AM
	Sebenarnya kampung juga tidak menduga akan mendapat prestasi dan penghargaan tersebut karena kampung sebenarnya hanya ingin naik peringkat dan memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam mengelola keuangan kampung. Setelah mendapat prestasi tersebut kami baru menyadari bahwa perbaikan-perbaikan yang dilakukan ternyata menjadi salah satu indikator penilaian dalam pengelolaan keuangan kampung. Contoh salah satu indikator penilaian laporan akhir tahun, pada tahun 2020 kami hanya mengumpulkan laporan akhir tahun berupa laporan realisasi pelaksanaan APBK, kemudian di tahun 2021 setelah mengetahui dan mempelajari surat dari DPMK terkait Laporan realisasi akhir tahun kami baru tahu bahwa ada banyak laporan akhir tahun yang harus dilengkapi, bukan hanya laporan realisasi pelaksaan APBK. Laporan-laporan tersebut berusaha kami buat dan lengkapi sebaik dan semaksimal mungkin.
	

	NL
	Nah sebelum itu kan pengelolaan keuangan desa pada kampung sambakungan sempat mengalami ketertinggalan, apa yang dilakukan oleh pemerintah kampung sehingga bisa mengejar ketertinggalan itu dan akhirnya mendapatkan prestasi dari pemerintah desa?
	

	AM
	Ketika kampung mendapat peringkat paling bawah tentunya ada rasa malu sehingga kami harus melakukan koreksi terhahap ketertinggalan tersebut khususnya dari peringkat pengelolaan kampung yang berada di peringkat paling bawah. Kemudian kami Mencari informasi terkait indikator penilaian perankingan agar tahu apa yang kurang dan bisa perbaiki agar tidak berada diurutan bawah. Setelah itu, kami berusaha melengkapi indikator-indikator penilaian tersebut. Tentunya prestasi tersebut didapat atas kerjasama dan bantuan semua pihak baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.
	

	NL
	Baik pak. Kita lanjut pertanyaan tentang fraud ya. Apa saja langkah yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mencegah fraud dalam pengelolaan dana desa?
	

	SY
	langkah pertama pasti meningkatkan kesadaran aparatur kampung untuk tidak melakukan fraud khususnya dalam pengelolaan dana desa karena dapat merugikan diri sendiri, masyarakat dan negara. Selanjutnya, memperketat pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Melakukan verifikasi dengan lebih teliti dan detail. Meningkatkan transparansi agar masyarakat lebih banyak memiliki informasi dan dapat ikut serta melakukan pengawasan. Menetapkan suatu hal dengan berdasarkan regulasi dan sesuai dengan keputusan musyawarah. pemerintah khususnya inspektorat tiap awal tahun melakukan kegiatan audit untuk memeriksa seluruh kegiatan yang memakai dana desa. kegiatan ini biasanya dilakukan pada awal tahun untuk periode sebelumnya. Kegiatan audit oleh Inspektorat ini meliputi evaluasi pengelolaan keuangan desa, pemeriksaan kelengkapan administrasi, dan upaya pembinaan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan dana desa. Audit ini bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa pengelolaan dana desa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	Kode: KP5 – Penguatan Integritas & Audit Eksternal
Penjelasan: Pencegahan fraud dilakukan melalui kesadaran internal dan pengawasan eksternal seperti audit inspektorat.
Ide Pokok: Pencegahan fraud dengan pembinaan dan audit berkala.

	NL
	Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa?
	

	SA
	tingkat partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa cukup tinggi. Setiap tahun kita mengadakan rapat realisasi, masyarakat kampung sambakungan diundang untuk hadir dalam rapat tersebut. Dalam rapat ini, pemerintah kampung menjabarkan realisasi APBK dan masyarakat kampung diberikan kesempatan secara terbuka untuk memberikan kritik dan masukan untuk pemerintah kampung. 
	Kode: Partisipasi Masyarakat
Penjelasan: Masyarakat dilibatkan untuk memberikan masukan dan pengawasan dalam pengelolaan kebijakan dana desa.
Ide Pokok: Masyarakat berperan aktif dalam pengawasan.

	NL
	Apa saja kendala yang dihadapi dalam upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya fraud?
	

	SA
	kalau kendala pasti ada, kendala yang dihadapi pemerintah biasanya ada penolakan dari suplier mengenai tandatangan SPJ. Terkadang suplier menolak jika dimintai tanda tangan karena merasa bahwa administrasinya terlalu rumit. Biasanya juga ada kendala dari pihak ketiga terkait kurang transparan jika sistem lelang” lanjutnya, “namun dibalik kendala itu, ada solusi yang pemerintah biasanya lakukan yaitu menerapkan sistem lelang yang lebih transparan agar proses berjalan lebih adil dan akuntabel, perencanaan yang dibuat juga harus lebih matang.
	

	NL
	Pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran PPKK dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa?
	

	AM
	Informasi penyelenggaraan pemerintahan kampung disampaikan melalui baliho atau spanduk yang biasanya memuat APBK Awal, APBK Perubahan, serta Laporan Realisasi APBK. Selain itu, setiap akhir tahun dilakukan koordinasi dalam pembuatan laporan realisasi pelaksanaan APBK sebagai dasar informasi bagi pihak-pihak terkait, seperti Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), kecamatan, DPMK, dan inspektorat. Tak hanya itu, informasi mengenai kegiatan proyek, khususnya pekerjaan fisik, juga disampaikan melalui spanduk yang dipasang di lokasi kegiatan
	Kode: Transparansi Informasi Publik
Penjelasan: Informasi penggunaan dana desa dipublikasikan secara terbuka agar mudah diakses masyarakat.
Ide Pokok: Informasi dana desa dibuka secara publik.

	SY
	PPKK melakukan pengawasan terhadap perencanaan sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, jika pelaksanaan kita sesuaikan dari apa yang direncanakan, dan untuk pelaporan harus sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Untuk indikator untuk mendeteksi potensi terjadi fraud itu dengan kesesuaian hasil pekerjaan dengan perencanaan dan ketepatan waktu pekerjaan. Jika kita ada melihat indikasi fraud dalam pengelolaan dana desa, kita langsung melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kepala kampung, BPK, pemerintah kecamatan sehingga ditindaklanjuti lebih dalam.
	Kode: Deteksi dan Respon Cepat
Penjelasan: Sistem pelaporan dirancang untuk mendeteksi dan menindaklanjuti indikasi fraud secara cepat.
Ide Pokok: Sistem deteksi dan penanganan fraud responsif.

	NL
	Baik bu. Pertanyaan sudah terjawab semua. Terima kasih atas waktu bapak dan ibu untuk wawancara saya pagi ini
	

	AM
	Alhamdulillah, semangat untuk kedepannya
	

	SA
	Sama-sama ya, maaf kalau masi ada kurangnya
	

	SY
	Sama-sama, good luck
	


Lampiran 2 kategorisasi dan tematisasi wawancara 1
	Ide Pokok / Kata Kunci
	Konseptualisasi
	Kategorisasi
	Tematisasi

	Kebijakan mengikuti PMK dan Perbup
	Kebijakan kampung disusun berdasarkan regulasi nasional dan peraturan daerah
	Regulasi
	Tata Kelola Dana yang Sesuai Aturan

	Musyawarah kampung sebagai dasar pengambilan keputusan
	Rencana kegiatan disusun melalui forum musyawarah bersama masyarakat
	Partisipasi
	Transparansi dan Partisipasi Masyarakat

	Prioritas kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat
	Kegiatan diprioritaskan berdasarkan hasil musyawarah dan usulan masyarakat
	Responsivitas
	Transparansi dan Partisipasi Masyarakat

	Informasi APBK diumumkan lewat baliho
	Pemerintah menyampaikan laporan anggaran secara terbuka di tempat umum
	Transparansi
	Transparansi dan Partisipasi Masyarakat

	Ada pengawasan dari inspektorat dan kecamatan
	Kebijakan diawasi oleh pihak eksternal dan atasan langsung
	Pengawasan Eksternal
	Sistem Pengawasan Berlapis

	Alur prosedur dari RKP → RAB → pencairan → pelaporan
	Prosedur dikelola berjenjang dan beralur sesuai sistem keuangan desa
	Prosedur Sistematis
	Tata Kelola Dana yang Sesuai Aturan

	Siskeudes & laporan manual digunakan bersamaan
	Sistem informasi keuangan digunakan sebagai alat pencatatan resmi
	Sistem Informasi Keuangan
	Efisiensi Administratif

	Pencairan dana melalui verifikasi dan rekomendasi camat
	Setiap pengeluaran dana harus melalui pemeriksaan dokumen dan verifikasi
	Verifikasi Formal
	Sistem Pengawasan Berlapis

	Pelaporan bulanan dibuat dan disampaikan ke pihak terkait
	Laporan disusun secara rutin dan disampaikan ke kecamatan dan masyarakat
	Akuntabilitas Laporan
	Transparansi dan Partisipasi Masyarakat

	TPK dan BPK ikut mengawasi langsung di lapangan
	Pengawasan dilakukan oleh lembaga internal desa serta aparat kampung lainnya
	Pengawasan Internal
	Sistem Pengawasan Berlapis


Lampiran 3 transkrip wawancara 2

Informan satu

Wawancara

: 1 kali 

Informan/status
: Benyamin Ba’ba (BB) / BPK
Jenis Kelamin

: Laki-Laki (BB)

Peneliti

: Novyanti Lummi (NL)

Perihal


: Kebijakan Dan Prosedur Pengelolaan Dana Desa, Upaya Untuk Mencegah  Terjadinya Fraud

tipe wawancara
: Terstruktur

	Inisial
	Transkrip
	Kodifikasi

	NL
	Selamat siang bapak, terimakasih ya bapak sudah menyempatkan waktunya untuk saya wawancara
	

	BB
	Iyaa, selamat siang juga
	

	NL
	Baik bapak saya mewawancarai bapak terkait Kebijakan Dan Prosedur Pengelolaan Dana Desa, Upaya Untuk Mencegah  Terjadinya Fraud dengan sudut pandang bapak sebagai BPK
	

	BB
	Iyaa silahkan
	

	NL
	Baik bapak, pertanyaan pertama saya Apa peran BPK dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Kampung Sambakungan?
	

	BB
	Kalau soal peran BPK, ya kami ini ibaratnya mata dan telinga masyarakat, Mbak. Jadi kami ngawasin gimana dana desa itu dipakai. Mulai dari pas rapat musyawarah kampung, kita ikut nentuin mau dipakai buat apa aja tuh dana. Terus waktu pelaksanaan, kita juga kadang turun lihat langsung, sesuai nggak yang dikerjain sama yang direncanain. Kalau ada yang janggal, ya kami sampaikan, entah itu lewat rapat lagi atau ngomong langsung ke perangkat kampung. Intinya biar dana itu dipakai bener, nggak disalahgunakan. Soalnya kan dana desa ini dari pemerintah, buat masyarakat juga, jadi ya harus dijaga bareng-bareng.
	Kode: KP8 – Peran BPK dalam kebijakan pengawasan
Penjelasan: BPK aktif terlibat sejak awal musyawarah hingga pengawasan kegiatan.
Ide Pokok: BPK jadi bagian dari kebijakan pengawasan fraud.

	NL
	Bagaimana prosedur pelaporan dari pemerintah kampung kepada BPK terkait penggunaan dana desa?
	

	BB
	Jadi begini, biasanya setelah kegiatan selesai, pemerintah kampung itu nyusun laporan pertanggungjawaban. Laporan itu isinya ya rincian penggunaan dananya, bukti-bukti kayak kwitansi, foto kegiatan, sama dokumentasi lain. Nah, laporan itu diserahkan ke kami di BPK buat diperiksa. Kami lihat dulu, cocok nggak antara rencana sama realisasinya. Misalnya, di rencana mau bangun jalan 100 meter, ya kami cek di lapangan bener nggak 100 meter itu dibangun. Kalau ada yang kurang pas atau belum lengkap laporannya, ya kami kasih masukan, disuruh perbaiki. Kadang juga kami minta penjelasan langsung, biar nggak salah paham. Tapi selama ini, alhamdulillah pemerintah kampung cukup terbuka, jadi bisa saling koordinasi lah, biar semuanya aman dan jelas.
	Kode: PR8 – Verifikasi realisasi kegiatan
Penjelasan: Prosedur laporan diverifikasi oleh BPK berdasarkan data dan kondisi lapangan.
Ide Pokok: Prosedur mencakup pelaporan dan verifikasi BPK.

	NL
	Bagaimana cara BPK memantau pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana desa?
	

	BB
	Kalau soal mantau kegiatan, kami dari BPK biasanya ikut turun ke lapangan langsung
	Kode: PR9 – Monitoring lapangan langsung
Penjelasan: Pengawasan kegiatan dilakukan langsung ke lokasi oleh BPK.
Ide Pokok: Pengawasan prosedur dilakukan secara fisik di lapangan.

	NL
	Apakah pernah ditemukan adanya penyimpangan atau potensi fraud? Jika ya, bagaimana penindakannya?
	

	BB
	Wah, kalau soal itu sih, alhamdulillah selama ini nggak ada ya, Mbak. Nggak pernah sampai ketemu yang namanya penyimpangan besar atau fraud gitu. Paling ya cuma hal-hal kecil aja, kayak laporan yang belum rapi atau ada bukti belanja yang nyusul belakangan. Tapi semua masih bisa dibenerin, dan pihak kampung juga terbuka kok kalau dikasih masukan. Jadi ya aman-aman aja sejauh ini.
	Kode: PR10 – Evaluasi administratif
Penjelasan: Evaluasi lebih kepada kelengkapan dan kerapian administratif, bukan temuan fraud besar.
Ide Pokok: Masalah administratif lebih dominan dibanding kecurangan.

	NL
	Apakah menurut Bapak/Ibu kebijakan dan prosedur yang diterapkan selama ini sudah efektif mencegah fraud?
	

	BB
	Iya, Mbak, menurut saya sih cukup efektif ya. Soalnya selama ini kan semua diawali dari musyawarah kampung, jadi masyarakat juga ikut tahu dan terlibat. Terus ada juga dokumen perencanaan yang jelas, dan laporan pertanggungjawaban tiap kegiatan juga dikasih ke BPK buat dicek. Selain itu, setiap kegiatan kan ada pengawasan juga dari kami, kadang juga dari kecamatan itu datang. Jadi kalau ada yang janggal, biasanya cepat ketahuan. Jadi menurut saya, kebijakan sama prosedur yang dipakai selama ini udah lumayan baik lah buat mencegah fraud. Tapi ya tetep, ke depannya bisa ditambah lagi, misalnya dengan pelatihan atau peningkatan kapasitas perangkat kampung biar lebih rapi lagi administrasinya.
	Kode: KP9 – Efektivitas kebijakan saat ini
Penjelasan: Kebijakan dinilai cukup efektif karena partisipatif dan diawasi bersama.
Ide Pokok: Kebijakan sekarang efektif dalam mencegah fraud.

	NL
	Apakah BPK dilibatkan dalam perencanaan dan penetapan kebijakan dana desa?
	

	BB
	Kami dari BPK ikut dilibatkan dari awal, pas musyawarah kampung. Jadi waktu nentuin kegiatan apa aja yang mau dibiayai dari dana desa, kami ikut hadir. Di situ kami bisa kasih masukan, mana yang prioritas, mana yang sesuai sama kebutuhan warga.
	Kode: KP10 – Kebijakan berbasis musyawarah bersama
Penjelasan: Penetapan kegiatan dana desa melibatkan semua pihak termasuk BPK.
Ide Pokok: Kebijakan disusun bersama masyarakat dan BPK.

	NL
	Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengawasan menurut BPK?
	

	BB
	Kalau menurut saya, masyarakat itu perannya penting banget dalam pengawasan. Dan di Kampung Sambakungan ini, masyarakat cukup aktif kok. Mereka dilibatkan dari awal, pas musyawarah kampung, jadi mereka tahu dana desa dipakai buat apa aja. Selain itu, biasanya kami dari BPK juga kasih ruang kalau ada warga yang mau kasih masukan atau laporan. Misalnya kalau ada yang lihat kegiatan nggak jalan atau barangnya nggak sesuai, mereka bisa ngomong langsung ke kami. Terus papan informasi di depan kantor kampung juga ditempelin tuh rincian dana desa, biar semua orang bisa lihat. Jadi sejauh ini keterlibatan masyarakat udah lumayan bagus, tinggal terus dijaga aja keterbukaannya biar makin kuat pengawasannya.
	

	NL
	Baik bapak wawancaranya sudah selesai, terimakasih bapak sudah menyempatkan waktunya untuk ditanya tanya hehe
	

	BB
	Baik, sama sama mbak.
	


Informan dua

Wawancara

: 1 kali 

Informan/status
: Yolanda (YB) 

Jenis Kelamin

: Perempuan (YB)

Peneliti

: Novyanti Lummi (NL)

Perihal


: Kebijakan Dan Prosedur Pengelolaan Dana Desa, Upaya Untuk Mencegah  Terjadinya Fraud

tipe wawancara
: Terstruktur

	Inisial
	Transkrip
	Kodifikasi

	NL
	Selamat siang kak, terimakasih ya kak sudah menyempatkan waktunya
	

	YB
	Selamat siang, iyaa
	

	NL
	Apakah kakak mengetahui bahwa dana desa digunakan untuk pembangunan di kampung ini?
	

	Yb
	Oh iya tahu, dek. Soalnya tiap tahun tuh biasanya ada aja pembangunan di kampung, kayak perbaikan jalan, bangun gorong-gorong, atau kadang bantu buat posyandu gitu. Nah, pas ada kumpulan di balai kampung atau pas pengumuman dari kepala kampung, sering dibilang itu pake dana desa. Jadi yaa, saya sih tahu-tahu dikit lah, kalau dana desa itu dipake buat bangun kampung.
	

	Nl
	Apakah masyarakat dilibatkan dalam musyawarah perencanaan kegiatan dana desa?
	

	Yb
	Iya, biasanya sih ada musyawarah gitu di balai kampung. Kadang kami warga diajak buat hadir, apalagi yang tokoh-tokoh masyarakat atau yang aktif di RT gitu. Tapi jujur aja ya dek, nggak semua warga dateng atau ngerti sepenuhnya. Kadang juga kami baru tahu pas udah ada pengerjaan aja. Tapi kalau dibilang dilibatin, ya ada lah proses musyawarahnya, cuma ya mungkin yang aktif ikut ya orang-orang tertentu aja.
	Kode: KP11 – Keterlibatan terbatas masyarakat
Penjelasan: Kebijakan terbuka, tapi partisipasi masyarakat masih belum maksimal.
Ide Pokok: Ada ruang partisipasi, tapi belum dimanfaatkan maksimal.

	Nl
	Apakah informasi terkait jumlah dan penggunaan dana desa disampaikan secara terbuka?
	

	Yb
	Iya, biasanya sih ada, dek. Di depan kantor kampung tuh suka dipasang baliho gede gitu, isinya laporan tentang dana desa, berapa jumlahnya, dipake buat apa aja, sama kegiatan-kegiatannya. Jadi secara nggak langsung itu udah bentuk keterbukaan juga sih. Tapi yaa... kadang kita juga nggak terlalu perhatiin detailnya, paling liat sekilas aja pas lewat. Tapi yang penting mah udah diumumin, ya berarti terbuka juga menurut saya.
	Kode: KP12 – Transparansi kebijakan publik
Penjelasan: Penyampaian penggunaan dana desa dilakukan terbuka kepada publik.
Ide Pokok: Pemerintah kampung membuka informasi dana secara terbuka.

	nl
	Bagaimana penilaian kakak terhadap transparansi pemerintah kampung dalam penggunaan dana desa?
	

	Yb
	Kalau menurut saya sih lumayan transparan ya, dek. Soalnya tiap tahun itu selalu ada aja pengumuman lewat musyawarah atau ditempel di baliho tadi. Terus kadang juga disampaikan pas ada acara kumpul warga. Cuma ya namanya warga biasa, kadang kami juga nggak terlalu paham rinciannya, yang penting kelihatan ada hasilnya jalan dibagusin, saluran air dibenerin, atau bantuan-bantuan sosial jalan. Jadi dari sisi saya, udah cukup terbuka, walaupun mungkin ada juga warga yang pengennya lebih detail lagi. Tapi secara umum sih, saya anggap pemerintah kampung udah cukup terbuka soal itu.
	Kode: KP13 – Akuntabilitas pemerintah kampung
Penjelasan: Penilaian kebijakan didasarkan pada transparansi dan hasil yang nyata.
Ide Pokok: Kebijakan dianggap akuntabel oleh warga.



	Nl
	Apakah masyarakat diberikan ruang untuk memberikan masukan atau kritik terkait program dana desa?
	

	Yb
	Iya, sebenarnya sih ada ruangnya, dek. Misalnya pas musyawarah kampung tuh kita boleh kok ngomong atau kasih masukan, apalagi kalau ada hal-hal yang kita rasa perlu dibangun atau diperbaiki. Tapi yaa... kadang warga juga segan ngomong, atau mikirnya "udah lah, yang penting jalan aja programnya." Jadi walaupun dikasih ruang, belum tentu semua orang mau atau berani ngasih kritik. Tapi kalau ada yang keberatan atau punya usulan, bisa disampaikan lewat ketua RT atau langsung ke aparat kampung. Jadi intinya sih ruangnya ada, cuma balik lagi ke warga mau pakai atau nggak.
	

	Nl
	Pernahkah ada kecurigaan atau isu terkait penyimpangan penggunaan dana desa?
	

	Yb
	Wah kalau di Kampung Sambakungan sih, setahu saya aman-aman aja, dek. Nggak pernah dengar ada isu penyimpangan atau kecurigaan soal dana desa. Soalnya tiap kegiatan selalu ada laporan, terus biasanya juga warga dilibatkan atau dikasih tahu lewat musyawarah. Jadi kalau ada pembangunan ya jelas tujuannya, dan bisa dilihat hasilnya juga. Warga sini juga kompak dan percaya sama aparat kampung, jadi suasananya adem-ayem aja, nggak pernah tuh dengar masalah aneh-aneh soal dana desa.
	

	Nl
	Apakah pembangunan dari dana desa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung?
	

	yb
	Iya, banget dek! Pembangunan dari dana desa tuh kerasa langsung manfaatnya buat kami warga. Misalnya kayak jalan kampung yang dulu rusak sekarang udah dibeton, jadi motor atau mobil lewat nggak susah lagi. Saluran air juga dibenerin, jadi kalau hujan nggak banjir kayak dulu. Terus yang paling kerasa juga, di kampung ini kan banyak warga yang kerja di pertanian khususnya merica sama sawit. Nah, pemerintah kampung juga cukup perhatian soal itu. Contohnya, jalan usaha tani diperbaiki supaya hasil panen gampang diangkut, terus ada juga pelatihan buat petani biar tahu cara tanam atau panen yang lebih bagus. Jadi manfaat dari dana desa itu nggak cuma buat pembangunan fisik aja, tapi juga bantu kegiatan pertanian yang jadi mata pencaharian utama warga di sini. Makanya kami ngerasa program-program dari dana desa itu emang ngena langsung ke kebutuhan masyarakat.
	

	Nl
	Apa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan desa?
	

	Yb
	Kalau dari masyarakat sih bentuk pengawasannya lebih ke pemantauan langsung aja, dek. Misalnya kalau ada pembangunan jalan atau bangunan, warga sekitar biasanya suka ngeliatin atau ngecek, “ini bener nggak sih dibangunnya,” atau “udah sesuai belum sama yang direncanain.” Jadi walaupun nggak resmi, warga tuh tetap ngikutin perkembangan di lapangan. Terus kalau ada yang dirasa janggal atau kurang pas, biasanya disampaikan ke RT atau langsung ke aparat kampung. Kadang juga pas ada pertemuan kampung, warga bisa nanya-nanya atau kasih masukan soal kegiatan yang udah jalan. Jadi bentuk pengawasannya ya lebih ke partisipasi dan perhatian warga sehari-hari, walaupun nggak pakai istilah “pengawasan resmi” gitu. Tapi tetap ada kontrol sosialnya.
	Kode: PR11 – Pengawasan sosial warga
Penjelasan: Masyarakat melakukan kontrol informal terhadap pelaksanaan kegiatan dana desa.
Ide Pokok: Ada kontrol sosial dari warga dalam pelaksanaan kegiatan.

	Nl
	apakah menurut Kakak pengelolaan dana desa saat ini sudah baik dan akuntabel?
	

	Yb
	Oh menurut saya sih udah baik ya, dek. Soalnya dana desa di sini keliatan jelas dipake buat pembangunan yang emang dibutuhin warga. Jalan dibenerin, saluran air lancar, terus pertanian juga dapet perhatian, kayak jalan usaha tani buat angkut merica sama sawit itu dibagusin. Dari segi keterbukaan juga udah oke menurut saya, ada baliho laporan keuangan, terus warga juga kadang diajak musyawarah. Jadi ya keliatan kalau pengelolaannya nggak sembarangan. Walaupun nggak semua warga ngerti detilnya, tapi yang penting terasa manfaatnya dan nggak ada yang aneh-aneh. Jadi ya... saya bilangnya udah cukup baik dan bisa dibilang akuntabel lah.
	Kode: PR12 – Manfaat sebagai indikator keberhasilan prosedur
Penjelasan: Warga menilai prosedur berhasil karena pembangunan nyata dirasakan.
Ide Pokok: Penilaian prosedur didasarkan pada hasil nyata.

	Nl
	Apa yang bisa diperbaiki agar masyarakat lebih percaya dan lebih terlibat dalam pengelolaan dana desa?
	

	yb
	Menurut saya, supaya masyarakat lebih percaya dan terlibat dalam pengelolaan dana desa, sebaiknya pemerintah kampung lebih sering ngadain sosialisasi yang gampang dipahami, pake bahasa sehari-hari, melibatkan semua lapisan warga dalam musyawarah, serta nunjukin progres kegiatan secara terbuka lewat media yang mudah diakses kayak baliho atau grup WhatsApp rt.
	Kode: PR13 – Perbaikan prosedur lewat sosialisasi
Penjelasan: Prosedur akan lebih baik bila dibarengi sosialisasi rutin dan terbuka.
Ide Pokok: Sosialisasi diperlukan untuk memperkuat prosedur.


Lampiran 4 kategorisasi dan tematisasi wawancara 2

	Ide Pokok / Kata Kunci
	Konseptualisasi
	Kategorisasi
	Tematisasi

	BPK ikut musyawarah dan pengawasan
	Kebijakan dana desa dirumuskan bersama BPK sejak tahap perencanaan
	Partisipasi BPK
	Transparansi dan Partisipasi Masyarakat

	BPK memverifikasi penggunaan dana di lapangan
	Kegiatan desa diperiksa secara langsung oleh BPK sebelum laporan disetujui
	Pengawasan Internal
	Sistem Pengawasan Berlapis

	Ada peraturan yang dijadikan dasar dalam musyawarah
	Musyawarah mengikuti kerangka regulasi yang sudah ditetapkan
	Regulasi Musyawarah
	Tata Kelola Dana yang Sesuai Aturan

	BPK menerima laporan bulanan untuk diawasi
	Laporan disampaikan rutin ke BPK sebagai bentuk transparansi keuangan
	Akuntabilitas Laporan
	Transparansi dan Partisipasi Masyarakat

	TPK menyampaikan laporan kegiatan ke BPK dan masyarakat
	Prosedur pelaporan dilakukan ke dua arah: ke lembaga resmi dan publik
	Pelaporan Terbuka
	Transparansi dan Partisipasi Masyarakat

	Masyarakat tidak semua paham prosedur tapi rasakan manfaat
	Meski warga kurang paham, manfaat pembangunan dirasakan langsung
	Responsif terhadap kebutuhan warga
	Transparansi dan Partisipasi Masyarakat

	Dana dicairkan lewat proses yang panjang dan ketat
	Proses pencairan melibatkan banyak tahap untuk mencegah penyimpangan
	Prosedur Ketat
	Sistem Pengawasan Berlapis

	Kegiatan seperti semenisasi dan saluran air dirasakan nyata
	Prioritas pembangunan dipilih berdasarkan kebutuhan utama warga
	Responsivitas
	Transparansi dan Partisipasi Masyarakat


Lampiran 5 Triangulasi

	Tema

	Informan 1, 2, 3 (SA, AM, SY)
	Informan 4 (BB – BPK)
	Informan 5 (YB – Tokoh Masyarakat)
	Kesimpulan Triangulasi
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